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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Stigma Masyarakat Terhadap Akun Buzzer Politik (Studi
Kasus: Tagar #JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial Twitter)”. Tujuan dari adanya penelitian
ini ialah untuk mengetahui bagaimana stigma terhadap akun buzzer politik dimata masyarakat
melalui tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial twitter. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan observasi, focus group discussion (FGD), wawancara, dan dokumentasi. Sumber data
primer dari penelitian ini yaitu melalui focus group discussion (FGD) yang dilakukan melalui
diskusi interaktif terkait topik tagar #JaksaRasaBuzzerRp via WhatsApp Group, kemudian
wawancara bersama seorang pakar media sosial, dan observasi dari akun-akun di media sosial
twitter dengan riwayat tagar #JaksaRasaBuzzerRp. Sedangkan sumber data sekunder dari
penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal, berita online, skripsi dan website yang
berhubungan dengan penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori
stigma sosial oleh Erving Goffman yang menjelaskan mengenai bagaimana stigma terhadap
seseorang dapat terbentuk berdasarkan perbedaan atribut yang dimiliki seseorang. Hasil dari
penelitian ini adalah stigma masyarakat terhadap buzzer politik dalam tagar
#JaksaRasaBuzzerRp di media sosial twitter disampaikan dengan menyamakan kedudukan
jaksa Fedrik yang dinilai layaknya seorang buzzer politik bayaran, yang dikenal dengan
sebutan buzzer Rp. Dalam hal ini buzzer politik dianggap sebagai pihak yang tidak objektif,
dan memihak pada pihak yang dianggap bersalah dalam suatu isu.

Kata Kunci: Stigma, Buzzer Politik, Twitter
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ABSTRACT

This research was titled "Community Stigma Analysis of Political Buzzer Accounts (Case
Study: Hashtags #JaksaRasaBuzzerRp on Twitter)". The purpose of this study is to find out
how stigma against political buzzer accounts in the eyes of the public through the hashtag
#JaksaRasaBuzzerRp on social media twitter. The research method used is qualitative
research method. The data collection techniques in this study were conducted with
observation, focus group discussion (FGD), interviews, and documentation. The primary data
source of this study is through focus group discussion (FGD) conducted through interactive
discussions related to the topic of hashtags #JaksaRasaBuzzerRp via WhatsApp Group, then
interviews with a social media expert, and observations from accounts on social media twitter
with a history of hashtags #JaksaRasaBuzzerRp. While the secondary data sources of this
study consist of books, journals, online news, thesis and websites related to this research. The
theory used in this study is the social stigma theory by Erving Goffman which explains how
stigma against a person can be formed based on differences in attributes that a person has.
The result of this study is the public stigma against political buzzers in hashtags
#JaksaRasaBuzzerRp on social media twitter delivered by equalizing the position of Fedrik
prosecutors who are considered like a paid political buzzer, known as a buzzer Rp. In this
case the political buzzer is considered as a non-objective party, and sided with the party that
is considered guilty on an issue.

Keywords: Stigma, Political Buzzer, Twitter
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media sosial saat ini telah menjadi media yang sangat berpengaruh terhadap opini
publik di mana setiap terjadinya suatu fenomena dapat berawal atau berkembang dari
adanya pengaruh di ruang diskusi yang terjadi di media sosial. Berbagai reaksi
masyarakat terhadap suatu fenomena tentu tidak lepas dari peran media massa ataupun
media sosial.

Hal ini dapat dipastikan karena media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi
proses pembentukan opini dan sudut pandang masyarakat. Media dapat membentuk citra
atau justru menciptakan stigma pada pihak-pihak yang diberitakannya. Media dapat
secara langsung mempengaruhi pemikiran banyak orang, mentransformasikan pandangan
mereka tentang dunia sosial (Tamburaka, 2012: 14).

Hal ini dapat kita amati pada fenomena-fenomena sosial yang seringkali muncul di
media sosial, seperti media sosial twitter. Hampir keseluruhan fenomena yang hadir di
media sosial merupakan bentuk dari apresiasi atau polemik terhadap realitas yang telah
atau sedang terjadi. Misalnya pada fenomena tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial
twitter.

Tagar ini dilatarbelakangi oleh kasus yang bermula pada tahun 2017 lalu di mana
media Indonesia saat itu diwarnai dengan maraknya pemberitaan mengenai kasus
penyiraman air keras terhadap Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Novel Baswedan. Kasus ini bermula sejak 11 April 2017 lalu di mana kasus ini telah
melalui proses panjang hingga putusan vonis pada 16 Juli 2020. Kasus yang melalui
begitu banyak pergolakan ini kian mendapat sorotan bahkan ketika Pengadilan Negeri
Jakarta Utara menetapkan kedua tersangka dengan hukuman satu tahun penjara.

Belum lagi ketika dikatakan bahwa bukti-bukti yang diungkap oleh Novel dan
beberapa saksi ahli yang ada namun sebagian tidak dihadirkan dalam persidangan. Tidak
hanya itu, Novel merasa bahwa selama persidangan terdapat penggiringan opini oleh
Aparat Penegak Hukum di mana salah satunya tergambar pada dakwaan yang dibacakan
oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat sidang berlangsung.

Diketahui dalam dakwaannya jaksa menyebutkan bahwa terdakwa Rahmat Kadir
telah menyiramkan cairan asam sulfat (H2SO4) ke bagian kepala Novel sehingga
menyebabkan kerusakan fatal pada mata dan penglihatannya. Pernyataan ini seolah
menyetujui keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa cairan yang digunakan ialah
air aki, bukan air keras.

Padahal menurut Novel, para saksi memastikan bahwa air yang disiramkan ke
wajahnya hingga menyebabkan sebelah matanya rusak dan tidak berfungsi bukanlah air
aki. Novel menyatakan tidak ada data yang menyebutkan bahwa air tersebut adalah air
aki (CNN Indonesia, 2020) . Meskipun Novel memiliki begitu banyaknya bukti yang
berusaha ia ungkap, nyatanya hal itu seolah dikesampingkan oleh Jaksa Penuntut Umum
dalam persidangan.

Banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam kasus inilah yang menjadi
faktor utama bagi masyarakat untuk tertarik serta menaruh perhatian lebih terhadap alur
dari penyelesaian kasus ini. Dari beberapa rentetan perjalanan kasus penyiraman air keras
ini, publik akhirnya berspekulasi bahwa keterlibatan Jaksa Penuntut Umum dalam
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menyelesaikan kasus ini merupakan bagian dari rekayasa pihak tertentu di mana pihak ini
dianggap sebagai dalang yang sebenarnya dari kasus ini.

Menanggapi hal ini, publik pada akhirnya menunjukkan ketertarikannya melalui
kritik yang disampaikan dengan menggunakan tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial
twitter. Di mana tagar ini lebih membahas terkait tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa
Penuntut Umum (JPU), Jaksa Fedrik Adhar kepada terdakwa kasus Penyiraman Air
Keras terhadap Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
Adapun nama-nama pengguna akun twitter yang turut meramaikan tagar ini:

Sumber: di olah oleh peneliti

Dalam banyaknya cuitan yang menyertakan tagar #JaksaRasaBuzzerRp di twitter,
sebagian besar masyarakat menganggap bahwa peran Jaksa Penuntut Umum disini
layaknya peran seorang buzzer politik. Jaksa dianggap tidak menjalankan tugas dengan
semestinya di mana masyarakat memandang keberpihakan Jaksa adalah sepenuhnya
untuk tersangka, bukan korban. Masyarakat mengaitkan peran buzzer politik dengan
Jaksa Penuntut Umum dalam kasus penyiraman air keras ini seolah memiliki peran yang
sama.

Terkait istilah buzzer ini sendiri, Menurut Felicia dan Loisa (Felicia, Loisa, 2018:
353) istilah buzzer ini semula muncul sebagai akun yang dikenal terlibat dalam
mempromosikan suatu produk oleh korporat. Namun, sejak tahun 2014, ketika pemilihan
umum (pemilu) dilangsungkan di Indonesia, jasa buzzer mulai dilirik oleh aktor-aktor

No Nama Pengguna Twitter No Nama Pengguna Twitter
1. @GielBee 26. @CecengNadi
2. @zomel02 27. @BlackYudhistira
3. @oktaboga_ 28. @Salahudin_212
4. @NurAyuAnas18 29. @sidiqarrjlln
5. @MantanJokower 30. @ZI_riZOU
6. @Irpan_haris 31. @siLehan
7. @Sarjana20930797 32. @LuckyMan2021
8. @Suara_Gagak 33. @ar_amirullah
9. @ButterCupdanie1 34. @suhail_ail
10. @cashfull1988 35. @Deliaalkarina
11. @CasperBeWin1 36. @mharis1218
12. @PrabuSeda 37. @RadenBanten2
13. @_alkahfi_10 38. @alrasG
14. @syech_erwanto 39. @zulfanny
15. @Silmi___Af 40. @Turkat_16
16. @HerrySuryya 41. @4sem_Maniz
17. @sendy2moveon 42. @Novalalfarisi6
18. @EnggrianaS 43. @Tenguabang5
19. @_E_J_A_ 44. @IMCMushroom
20. @Arlando_p 45. @Kusebut_namaMu
21. @FixRidi 46. @chairunnisazeo
22. @AkbarMaulanaN_ 47. @artganta
23. @tukanggambar109 48. @onomsalam2pas
24. @Anto18167604 49. @hsetia_1
25. @sobatthokgmail1 50. @Sangk4k4l4

Tabel 1. Data sampel pengguna twitter dengan tagar
#JaksaRasaBuzzerRp
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politik. Dilansir dari portal online (Kumparan News, 2018) , diketahui profesi buzzer
memiliki dua kategori yakni buzzer yang bekerja secara sukarela dan buzzer yang
bekerja sesuai permintaan. Biasanya buzzer sesuai permintaan ini dilirik oleh para aktor
politik seperti untuk memenangkan pilkada, pileg, hingga pilpres. Dari sinilah hadir
istilah baru yakni buzzer politik.

Buzzer politik ini bertugas untuk menyuarakan opini yang bersifat mempengaruhi
publik dengan membahas suatu isu politik yang sedang hangat diperbincangkan. Peran
ini dapat menjadi berbahaya jika dimanfaatkan untuk membentuk persepsi atau
pandangan masyarakat akan kandidat politik tertentu, bahkan hingga membuat dan
menyebarkan berita-berita hoax ataupun hatespeech antar lawan politik yang kemudian
akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Apalagi masyarakat awam saat ini
yang ‘kurang diberi edukasi’ cukup mudah tergiring dengan informasi-informasi yang
tidak benar (hoax) tanpa menyikapinya dengan bijak (Felicia, Loisa, 2018: 353).

Terkait dengan buzzer politik, masyarakat twitter di Indonesia beberapa kali
membahas tentang bagaimana pandangan mereka terhadap akun-akun buzzer politik di
media sosial. Baik secara langsung atau tidak, akun-akun yang dianggap ‘tidak jelas’ dan
cenderung berpihak kepada isu-isu politik yang kontroversial akan ‘di-cap’ sebagai akun
buzzer politik oleh para pengguna twitter.

Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum di era saat ini di mana buzzer politik selalu
dilibatkan dalam penggiringan opini publik terhadap isu-isu politik yang ada. Masyarakat
seolah sudah mengetahui bagaimana buzzer politik ambil alih dalam pekerjaannya yang
dianggap membela pihak yang bersalah dalam suatu isu. Dengan adanya hal ini maka
dapat menjadi ciri bahwa telah terbentuknya stigma terhadap buzzer politik di mata
masyarakat.

Stigma sendiri diartikan sebagai tindakan memberikan label sosial dengan tujuan
untuk memisahkan atau mendiskreditkan seseorang atau sekelompok orang dengan cap
atau pandangan buruk (Hati, Shaluhiyah, Suryoputro, 2017: 67) . Stigma berasal dari
kecenderungan manusia dalam menilai (judge) orang lain. Berdasarkan penilaian itu,
kategorisasi atau stereotip dilakukan tidak berdasarkan fakta atau keadaan yang
sebenarnya, tetapi pada apa yang kita (masyarakat) anggap sebagai ‘tidak pantas’, ‘luar
biasa’, ‘memalukan’, dan ‘tidak dapat diterima’ (Sasra, 2018: 4).

Stigmatisasi dapat terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia. Seseorang bisa
saja dikenai stigma oleh karena segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit, cacat
sejak lahir, gangguan jiwa, pekerjaan dan status ekonomi, hingga preferensi seksual
(Suhaimi, 2015: 197-205) . Maka dapat dikatakan, adanya stigma yang merupakan
pelabelan atau pandangan yang cenderung buruk terhadap seseorang diakibatkan karena
adanya sesuatu yang dianggap menyimpang, merugikan, ataupun tidak sesuai dengan
nilai-nilai yang telah dianut.

Dengan demikian, maka pandangan buruk masyarakat terhadap akun buzzer
politik pun dapat dikategorikan sebagai suatu stigma. Stigma yang menjurus kepada
pandangan negatif masyarakat terhadap buzzer politik ini dapat kita lihat pada tagar
#JaksaRasaBuzzerRp ini pada 17 Juni 2020 lalu. Tagar ini mulai digaungkan sejak satu
hari sebelum tagar ini menjadi trending topic di twitter yakni pada 16 Juni 2020.

Melihat dari kasus yang telah dijelaskan dapat dikatakan bahwa pandangan
masyarakat terhadap akun buzzer khususnya buzzer politik mengacu pada konotasi
negatif. Hal ini didasarkan pada kegiatan buzzer politik yang kurang bertanggung jawab
dalam menjalankan perannya. Dalam banyak kasus, tak jarang opini-opini yang
diciptakan dibangun dengan cara yang kurang tepat. Karenanya seringkali didapati
keterlibatan buzzer politik dengan munculnya hoax atau bahkan ujaran kebencian.
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Karena perannya yang kian hari cenderung membawa pengaruh yang negatif,
stigma pada buzzer politik pun lambat laun mulai terbentuk. Meskipun mungkin saja sisi
positif dari buzzer politik masih bisa ditemukan, akan tetapi berdasarkan banyaknya
fenomena yang melibatkan buzzer politik, dapat dilihat bahwa sebagian besar
masyarakaat menganggap buzzer politik sebagai profesi yang merugikan bagi publik.

Terbentuknya stigma masyarakat terhadap akun buzzer politik inilah yang
melatarbelakangi peneliti untuk menganalisis hal ini sebagai penelitian dengan judul
“Analisis Stigma Masyarakat Terhadap Akun Buzzer Politik (Studi Kasus: Tagar
#JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial Twitter)”.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang masalah yang telah dijelaskan maka dapat ditarik Rumusan
Masalah, yaitu:
Bagaimana stigma masyarakat terhadap akun buzzer politik dalam tagar
#JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial Twitter?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:
Untuk mengetahui stigma terhadap akun buzzer politik dimata masyarakat melalui tagar
#JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial Twitter.

D. Kegunaan Penelitian

Di samping adanya tujuan penelitian, terdapat pula manfaat yang dapat diperoleh
dari penelitian ini, diantarannya:
a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah
wawasan dan informasi akademis mengenai eksistensi buzzer terkhususnya buzzer
politik serta bagaimana stigmatisasi terhadap buzzer politik di media sosial dapat
terbentuk.

b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca terkhususnya bagi para
pengguna media sosial agar dapat lebih cermat dan bijak dalam menanggapi isu atau
fenomena yang ada sehingga karakteristik sebagai pengguna media sosial yang sehat
dan cerdas dapat terwujud.

E. Tinjauan Pustaka

Pada Penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tinjauan pustaka terkait dengan
penelitian yang peneliti lakukan dan menemukan beberapa referensi penelitian terdahulu
yang memiliki kesamaan pada fokus penelitian yang peneliti lakukan. Berikut beberapa
penelitian lain yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini:

Tabel 2. Tinjauan Pustaka

No

Nama Peneliti,
Tahun dan
Judul

Penelitian

Metode
Penelitian Hasil Persamaan dan

Perbedaan

1. Yunika Erma Kualitatif bahwa dengan Persamaannya
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Puspita, Skripsi
2017, Resepsi
Masyarakat
Mengenai
Stigma yang
diberikan pada
Jesica Kumala
Wongso pada
Kasus
Pembunuhan
Mirna Salihin di
Media Televisi

dengan
jenis
Deskriptif
Kualitatif

adanya
perbedaan latar
belakang
informan
dengan media
serta tingkat
pendidikan
informan yang
berbeda satu
sama lain dapat
menyebabkan
adanya
perbedaan
dalam
pemaknaan.
Berdasarkan
pemaknaan
yang diberikan
oleh informan,
maka terdapat 3
jenis informan
yakni dominant
reading,
informan yang
menyetujui
sepenuhnya apa
yang
disampaikan
oleh media,
negotiated
reading,
informan yang
melakukan
pemaknaan
secara
negosiatif, dan
oppositional
reading, yakni
informan yang
melakukan
pemaknaan
secara radikal.

terletak pada metode
penelitian yang
digunakan serta pada
pembahasan terkait
stigma terhadap
suatu fenomena
yang dibahas
melalui suatu media.
Sedangkan
perbedaannya
terletak pada objek
yang diteliti dalam
penelitian dan teori
yang digunakan.

2. Danar Dwi
Santoso, Skripsi
2016,
Stigmatisasi
Orang Tua
Tunggal
Perempuan Di
Masyarakat

Kualitatif
dengan
jenis
Deskriptif
Kualitatif

stigma yang
diberikan
masyarakat
pada orang tua
tunggal
perempuan di
Pedukuhan
Dongkelan

Persamaannya
terletak pada metode
penelitian yang
digunakan, teori
yang digunakan,
serta pada fokus
pembahasan terkait
stigmatisasi yang
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(Studi pada
Masyarakat
Pedukuhan
Dongkelan
Kelurahan
Panggungharjo
Kecamatan
Sewon
Kabupaten
Bantul)

adalah
perempuan
yang suka caper
(cari perhatian),
perempuan
yang suka
selingkuh,
perempuan
perebut suami
orang, dan
perempuan
rendahan.
Orang tua
tunggal
perempuan di
Pedukuhan
Dongkelan
menyadari akan
stigma negatif
yang diberikan
masyarakat
kepada mereka,
sehingga
mereka
mengambil
sikap dengan
menjaga jarak
atau
mengurangi
kontak sosial
dengan
masyarakat
karena merasa
stigma negatif
yang diberikan
sangat
diskriminatif

mengacu kepada
stigma negatif
terhadap suatu
objek. Sedangkan
perbedaanya terletak
pada objek
penelitian yang
digunakan dalam
penelitian.

3. Fatimah Zahro,
Skripsi 2017,
Pemaknaan
Khalayak
Terhadap
Informasi Kasus
Penodaan
Agama Oleh
Basuki Tjahaja
Purnama Di
Media Sosial
Youtube

Kualitatif
dengan
jenis
Deskriptif
Kualitatif

berdasarkan
jenis
audiensnya,
yakni dominant
reading,
negotiated
reading, dan
oppositional
reading dapat
disimpulkan
bahwa makna
dominan
(prefered

Persamaanya
terletak pada metode
penelitian yang
digunakan serta pada
pembahasan terkait
peran media sosial
dalam
mempengaruhi
pandangan atau
penilaian khalayak
terhadap suatu isu.
Sedangkan
perbedaanya terletak
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reading) dari
teks video
kasus penodaan
agama oleh
Basuki Tjahaja
Purnama adalah
Basuki Tjahaja
Purnama
dikatakan
bersalah karena
telah menodai
kitab suci umat
Islam dan
Youtube
dianggap
memberikan
informasi kasus
tersebut sesuai
dengan
pemberitaan
yang ada.

pada objek
penelitian dan teori
yang digunakan
dalam penelitian.

4. Felicia & Riris
Loica, Jurnal
2018, Peran
Buzzer Politik
dalam Aktivitas
Kampanye di
Media Sosial
Twitter

Kualitatif
dengan
jenis
Deskriptif
Kualitatif

buzzer politik di
media sosial
berperan untuk
memperluas
suatu informasi
melalui
aktivitas
retweet terkait
narasi dengan
mencantumkan
hashtag harian
hingga dapat
dilihat oleh
masyarakat
dalam bentuk
trending topic
dan menjadi
viral.

Persamaannya
terletak pada metode
penelitian yang
digunakan serta pada
fokus pembahasan
terkait buzzer politik
di media sosial
twitter. Sedangkan
perbedaanya terletak
pada studi kasus
yang diteliti dalam
penelitian.

5. Buty Eka Safitri
(dkk), Jurnal
2020, Peran
Buzzer Politik
Membentuk
Opini
Masyarakat
Melalui Tagar
#Pemilu2019 di

Kualitatif
dengan
jenis
Deskriptif
Kualitatif

Pelaku buzzer
politik
menggunakan
media sosial
sebagai sarana
untuk
menyebarkan
informasi
dengan cara
mengirimkan

Persamaannya
terletak pada metode
penelitian yang
digunakan serta pada
fokus pembahasan
terkait eksistensi dan
peran buzzer politik
di media sosial.
Sedangkan
perbedaanya terletak
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Media Sosial narasi-narasi
ideologi atau
mempopulerkan
suatu hashtag
tertentu guna
mendongkrak
popularitas
pihak yang
memiliki
kepentingan,
sehingga pada
akhirnya
persepsi
masyarakat
sesuai dengan
tujuan para
buzzer politik.

pada studi kasus
yang diteliti dalam
penelitian.

Sumber: diolah oleh peneliti

F. Kerangka Teori

a. Teori Stigma Sosial
Pada teori stigma sosial oleh Erving Goffman (1959) (dalam Santoso, 2016: 16)

stigma diartikan sebagai atribut yang dapat merusak identitas diri seseorang dan
membawa pengaruh terhadap karakteristiknya sehingga cenderung menimbulkan
perbedaan sikap yang tidak biasa dari diri seseorang. Atribut dalam istilah stigma ini
mengacu kepada hal-hal yang dapat memperburuk citra seseorang.

Stigma juga dapat diartikan sebagai tindakan memberikan label sosial dengan
tujuan untuk memisahkan atau mendiskreditkan seseorang atau sekelompok orang
dengan cap atau pandangan buruk (Hati, Shaluhiyah, Suryoputro, 2017: 67).Singkatnya,
stigma dapat dikatakan sebagai pandangan yang cenderung negatif terhadap suatu hal.

Dalam prakteknya, stigma mengakibatkan adanya tindakan dsikriminasi, yaitu
tindakan tidak mengakui atau tidak mengupayakan pemenuhan hak-hak individu
ataupun kelompok sebagaimana selayaknya manusia. Penyebab dari adanya stigma dan
diskriminasi ialah karena adanya persepsi kepada mereka (yang terstigma) yang
dianggap sebagai musuh, penyakit dalam elemen masyarakat yang memalukan atau
mereka yang tidak taat norma masyarakat dan agama yang berlaku (Departemen
Kesehatan RI, 2012).

Dalam pemberian stigma terhadap seseorang, terdapat beberapa komponen yang
muncul secara bersamaan yang kemudian menjadi stigma seutuhnya terhadap
seseorang. Komponen-komponen ini juga merupakan bentuk-bentuk dari stigma yang
diberikan kepada seseorang atau kelompok. Adapun komponen-komponen pembentuk
stigma, (Formaninsi, 2014: 46) diantaranya:
1. Label, yaitu identitas yang diberikan oleh masyarakat atau suatu kelompok

terhadap individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas dalam suatu
kelompok masyarakat.

2. Stereotip, yaitu kerangka berpikir atau keyakinan mengenai karakteristik yang
menjadi atribut personal bagi individu atau kelompok maupun kategori sosial
tertentu.
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3. Separation, yaitu pemisah antara ‘kita’ (sebagai pihak yang tidak terstigma atau
dapat dikatakan sebagai pemberi stigma) dengan ‘mereka’ (pihak yang terstigma
atau kelompok yang diberi stigma)

4. Status Lost/ Discrimination, yaitu menghilangkan status seseorang yang selama ini
ia sandang di lingkungan masyarakat dengan memberikan perlakuan yang berbeda
dari masyarakat lainnya.
Dengan mengacu kepada komponen-komponen pembentuk stigma, maka

seseorang yang menggunakan kajian kerangka teori stigma sosial ini dalam
menganalisis atau meneliti sesuatu dapat memfokuskan pada bagaimana stigma yang
diberikan pada seseorang. Karena itu, kerangka Teori stigma sosial pada penelitian ini
akan digunakan peneliti untuk memahami dan menganalisis bagaimana publik
memberikan stigma terhadap buzzer politik dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media
sosial twitter.

b. Komunikasi Politik
Komunikasi politik menurut Mc Nair (dalam Cangara, 2011: 36) adalah

komunikasi yang secara menyeluruh membahas mengenai alokasi sumber daya publik
yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang
memiliki kewenangan untuk meberi kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan
undang-undang atau aturan, apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sanksi-sanksi
apakah itu dalam bentuk hadial atau denda.

Komunikasi politik digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan per-
politikan suatu negara untuk menjalin hubungan dengan orang lain, kelompok tertentu,
atau rakyat dalam konteks yang lebih besar. Dalam hal ini, biasanya media komunikasi
yang digunakan ialah media massa, baik berupa rapat umum, konferensi pers, dan lain-
lain.

Adapun bentuk-bentuk dari komunikasi politik, yaitu:
1. Retorika Politik, yaitu komunikasi politik yang berkembang dari perdebatan-

perdebatan untuk saling memengaruhi hingga saat ini berkembang menjadi
kegiatan komunikasi massa, yaitu berpidato kepada khalayak

2. Agitasi Politik, yaitu komunikasi politik yang dilakukan untuk membangkitkan
rakyat kepada suatu gerakan politik baik lisan maupun tulisan

3. Propaganda Politik, propaganda dapat diartikan sebagai rangkaian pesan yang
bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau
sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara obyektif,
tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang
mendengar atau melihatnya

4. Kampanye Politik, termasuk bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang
dalam waktu tertentu untuk mendapat dukungan politik.

c. Media Sosial
Media sosial diawali dari tiga hal, yaitu Sharing, Collaborating dan Connecting

( Puntoadi, 2011: 3).Meike dan Young (dalam Nasrullah, 2015:11) menjabarkan kata
media sosial sebagai konvergensi bagi komunikasi personal yaitu saling berbagi
diantara individu (to be share one-to-one) juga media publik untuk berbagi kepada
siapa saja tanpa ada kekhususan individu.

Media sosial merupakan bagian dari new media di mana new media sendiri adalah
istilah untuk mendefinisikan karakteristik media yang berbeda dari media yang telah
ada selama ini. Media seperti majalah, koran, radio, televisi dikategorikan ke dalam
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kategori media lama (old media), sedangkan media internet yang berisikan muatan
interaktif dikategorikan ke dalam media baru (new media).

Adapun media sosial online dikatakan sebagai jejaring sosial online bukan media
massa online karena media sosial mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi opini
publik yang berkembang di tengah masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan
massa dapat terbentuk melalui kekuatan media online karena apa yang ada di dalam
media sosial terbukti dapat membentuk sikap, perilaku, dan opini publik atau
masyarakat. Inilah alasan mengapa media ini disebut media sosial bukan media massa
(Ardianto, 2011: xxi).

d. Buzzer
Kata Buzzer berasal dari bahasa Inggris yang berarti lonceng, bel, atau alarm

(Felicia, Loisa, 2018: 353).Sedangkan untuk konteks Indonesia, buzzer kerap diartikan
sebagai penggaung. Maka dapat dikatakan buzzer secara harfiah diartikan sebagai alat
yang menghasilkan suara dengung atau bising sehingga menarik perhatian orang yang
mendengarnya.

Analogi di dunia twitter, buzzer diartikan sebagai akun yang mempunyai pengaruh
besar, pengikut (followers) fanatik, tweet mereka sering di-retweet, aktif berinteraksi
dengan pengikutnya dan biasanya jumlah pengikutnya banyak (Arbie , 2013:
64). Dalam praktek platform digital fenomena buzzer ini awalnya diadaptasi dari teori
difusi inovasi, yang mana menjelaskan sosok komunikator atau pembawa pesan yang
memperoleh informasi dari media massa. Informasi ini yang kemudian digunakan
untuk mempengaruhi orang sekitarnya (Akmaliah, 2018: 13).

G. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang

dilakukan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan
menganalisis data. Adapun jenis penilitian yang digunakan ialah etnografi virtual di
mana penelitian ini mengkaji fenomena masyarakat dengan new media yang berbasis
virtual.

Penelitian dengan metode kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu
fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data secara mendetail. Di
sini yang lebih ditekankan adalah perihal seberapa rinci (kualitas) data, bukan
banyaknya (kuantitas) data. Dengan demikian, penelitian ini akan berisi kutipan-
kutipan data untuk memberi gambaran penyajian terkait analisis penelitian yang
peneliti lakukan.

b. Data dan Sumber Data
1. Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data kualitatif, di mana data
ini dapat berupa kata-kata, ataupun gambar, bukan angka-angka. Data kualitatif
berfokus dalam mencari suatu pemahaman atau makna, fenomena ataupun kejadian
kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting yang
diteliti.

Data didapat melalui hasil riset atau observasi, ataupun dari hasil studi literatur
dengan mengumpulkan referensi data-data yang relevan serta teori yang sesuai
dengan studi kasus yang diteliti, sumber-sumber data juga dikumpulkan dari buku-
buku, jurnal, dan website. Dengan penggunaan metode inilah data-data yang
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berkaitan dengan fenomena stigma negatif masyarakat terhadap akun buzzer politik
melalui #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial twitter akan diuraikan.

2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data

sekunder:
1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara
langsung dari sumber aslinya dengan cara wawancara, jajak pendapat antar
individu atau kelompok (orang) maupun hasil pengamatan dari suatu objek,
peristiwa, atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti
membutuhkan pengumpulan data melalui menjawab riset (metode survey)
atau pengamatan objek (observasi).

Sumber data primer pada penelitian ini ialah hasil dari focus group
discussion (FGD) yang dilakukan melalui diskusi interaktif terkait topik tagar
#JaksaRasaBuzzerRp via WhatsApp Group, hasil dari wawancara kepada
narasumber yang merupakan seorang pakar media sosial, dan observasi dari
akun-akun di media sosial twitter dengan riwayat tagar #JaksaRasaBuzzerRp
dimana tweet dari akun-akun tersebut berisikan tentang pandangan negatif
masyarakat terkait kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan
yang dikaitkan dengan pandangan negatif terhadap buzzer politik.

2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data penelitian yang didapat dengan cara melalui

media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lain
yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu
penelitian. Data sekunder pada umumnya berupa catatan atau laporan data
dokumentasi oleh suatu lembaga yang dipublikasikan. Sumber data sekunder
pada penelitian ini ialah buku-buku, literatur berupa jurnal, berita online,
skripsi dan website yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh penueliti melalui

dua cara, yaitu :
1. Observasi

Metode observasi merupakan suatu pengamatan khusus yang disertai dengan
pencatatan yang sistematis pada suatu fase masalah dalam rangka penelitian.
Teknik ini digunakan untuk menghimpun data penelitian, dimana data-data
penelitian tersebut berupa peninjauan langsung pada beberapa tweet berisikan
pembahasan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan pada Juni lalu
dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial twitter.

2. Focus Group Discussion (FGD)
Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang secara

general dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menemukan
makna suatu tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Sesuai namanya, FGD
merupakan kelompok diskusi bukan wawancara. Ciri khas metode FGD yang
tidak dimiliki oleh teknik pengumpulan data kualitatif lainnya ialah adanya
interaksi antara peneliti dengan narasumber penelitian. Metode FGD dalam
penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan diskusi interaktif terkait topik
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tagar #JaksaRasaBuzzerRp dan kaitannya dengan stigma terhadap buzzer politik
melalui WhatsApp Group yang dibuat oleh peneliti sekaligus moderator dalam
diskusi. Jumlah narasumber untuk FGD dalam penelitian ini berjumlah 7 orang
yang seluruhnya merupakan pengguna aktif media sosial twitter, diantaranya:

Tabel 3. Data diri narasumber dalam FGD
No Nama User Name Twitter Usia Asal

1. Annas @bongkahansampah 19 th Jakarta

2. Angga Indra
Pratama

@koalanamamu 19 th Jakarta

3. Andra Priyatna @angga_priyatna 20 th Sulawesi
Tengah

4. Gunawan Irpan @Irpan_haris 35 th Papua

5. Maria Ameylia
Trisna Murti

@pentolinurareaa 20 th Yogyakarta

6. Nadia Sri
Rahayu Putri

@sypbby 21 th Sumatera
Barat

7. Stefanie @yoojungya 24 th Jawa Barat

Sumber : diolah oleh peneliti

3. Wawancara (Interview)
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang di mana bentuk

komunikasi ini melibatkan seseorang yang ingin mendapatkan informasi dari
seseorang lainnya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan
tujuan tertentu. Wawancara bersifat terbuka di mana wawancara dilakukan dalam
suasana yang informal dan akrab. Pertanyaan yang diajukan tidak kaku dan
terstruktur, sehingga dapat dilakukan wawancara ulang dengan sumber yang sama
jika mungkin diperlukan (Sulistyaningrum, 2019: 28).

Terdapat satu orang narasumber dalam wawancara terhadap penelitian ini.
Narasumber ini merupakan seorang pakar media sosial, yang juga merupakan
pendiri dari Media Kernels Indonesia dan Drone Emprit.

4. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mendapatkan

data dengan memilih catatan mengenai suatu objek. Teknik ini digunakan untuk
mendapatkan data yang objektif mengenai catatan yang ada kaitannya dengan
penelitian yang diteliti. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa
foto/gambar (berupa hasil screen capture dari media sosial twitter) serta data-data
yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah bentuk upaya dalam mengumpulkan data secara sistematis

melalui catatan hasil pengumpulan data yang berguna untuk meningkatkan
pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti. Analisis data kualitatif yang baik
ditentukan oleh fokus peneliti pada aspek-aspek yang saling terkait, dari latar
penelitian, kelompok, atau orang yang terlibat dalam penelitian sebagai bagian yang
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tak terpisahkan. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan
ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting yang akan dipelajari, dan membuat simpulan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis data secara
kualitatif, di mana analisis ini menekankan pada pengambilan kesimpulan analisis
yang bersifat deduktif, yaitu analisis yang berawal dari hal umum untuk menentukan
hal yang khusus sehingga mencapai suatu kesimpulan.

Untuk itu, dilakukan tiga tahap kegiatan dalam analisis ini yaitu reduksi data,
penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data sendiri
dilakukan dengan membuat ringkasan atau menggolongkan data yang diperlukan.
Kemudian setelah mereduksi data, penyajian data dilakukan dengan triangulasi yang
bertujuan untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi dapat dilakukan dengan
wawancara atau observasi. Dengan dilakukannya wawancara ataupun observasi, maka
data dapat teruji keabsahannya kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Jika
reduksi data dan penyajian data telah dilakukan, maka kesimpulan akan didapatkan.

e. Sistematika Penulisan Laporan
Dalam sistematika penulisan hasil penelitian ini akan dibahas dan disajikan dalam

lima bab yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan
Berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, pada bab
ini menguraikan secara berurutan kegiatan penelitian mulai dari
Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,
Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan kemudian
ditutup dengan Sistematika Penulisan.

Bab II Fenomena Buzzer dan Dinamika Politik

Berisikan berbagai materi yang berkaitan dengan topik pembahasan
dalam penelitian. Materi yang berkaitan dengan penelitian ini berupa
fenomena dari buzzer politik di Indonesia, hubungan antara buzzer
politik dan komunikasi politik, serta dinamika politik di Indonesia.

Bab III Gambaran Umum Penelitian

Berisikan penjelasan terkait media sosial twitter sebagai media
interaksi sosial, dan bagaimana opini masyarakat dalam tagar
#JaksaRasaBuzzerRp di twitter.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Berisikan data yang sudah didapatkan yang kemudian di analisis.
Penulisan di bab ini didasarkan pada pertanyaan yang sudah
dituliskan di bab pendahuluan pada Rumusan Masalah yang
kemudian terjawab sesuai dengan tujuan penelitian pada bab
pendahuluan.

Bab V Penutup

Merupakan penutup dari skripsi yang berisikan kesimpulan dari
pembahasan pada bab sebelumnya. Pada bab ini saran turut
disertakan terhadap permasalahan yang diteliti untuk memenuhi
tujuan dan manfaat dari penelitian ini.



１４

BAB II

FENOMENA BUZZER DAN DINAMIKA POLITIK

A. Fenomena Buzzer dalam Politik Indonesia

Media sosial sebagai media komunikasi terus mengalami perkembangan, termasuk
perkembangan dalam fungsinya. Media sosial yang semula menjadi sarana komunikasi
yang lebih cenderung terhadap fungsi entertain, saat ini juga menjadi sarana berbagai
informasi termasuk informasi terkait kegiatan politik. Berbagai kegiatan politik saat ini
dapat dengan mudah kita ketahui melalui media sosial. Dengan masuknya ranah politik
ke dalam dunia media sosial, maka hadir pula berbagai istilah yang terkait dengan politik.
Salah satunya istilah buzzer yang saat ini berkembang dengan sebutan BuzzerRp, dan
atau buzzer politik.

Kata Buzzer berasal dari bahasa Inggris yang artinya lonceng, bel, atau alarm, yang
dalam konteks Indonesia dapat diartikan sebagai penggaung (Felicia, Loisa, 2018:
353). Secara bahasa, buzzer juga diartikan sebagai perangkat elektronik yang digunakan
untuk menghasilkan dengungan guna menyebarkan sinyal atau tanda tertentu.

Dalam konteks komunikasi, Definisi buzzer dalam media sosial menurut Arbie
(dalam Juditha, 2019: 202) ialah akun yang dapat membuat sebuah topik yang
mempengaruhi banyak orang dikarenakan pengikut dari akun buzzer itu sendiri sangat
banyak. Sederhananya, buzzer dapat diartikan sebagai pengguna media sosial yang
memiliki pengaruh terhadap orang lain dalam hal membuat ataupun mengubah suatu
opini.

Istilah buzzer sendiri mulai dikenal seiring dengan hadirnya media sosial twitter.
Hal ini senada dengan pernyataan seorang peneliti Centre for Innovation Policy
Governance (CIPG), Klara Esti (2019) (dalam Nugraha, 2020: 14) yang menjelaskan
bahwa sejarah buzzer lahir pada 2006 sejak kemunculan media sosial twitter. Mulanya,
istilah buzzer dikenal sebagai akun yang kerap mempromosikan suatu produk tertentu
sebagai konten di media sosial. Hal ini terus dilakukan hingga pada tahun 2009 jasa
buzzer secara resmi digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memasarkan
produknya melalui media sosial.

Melihat dari seberapa efektifnya penggunaan jasa buzzer dalam mempromosikan
suatu produk, buzzer pun mulai diperhitungkan sebagai profesi oleh banyak kalangan,
termasuk oleh kalangan politikus (Safitri, 2020: 1-10). Hal ini bermula dari adanya
beberapa buzzer yang turut serta dalam mengkampanyekan kegiatan ataupun tokoh
politik. Tidak hanya itu, buzzer juga sering kali menuliskan opini-opini terkait suatu isu
politik. Opininya pun dapat berupa pujian-pujian atau saran dan kritik.

Mulanya hal ini dilakukan secara sukarela semata-mata karena adanya kekaguman
atau kesamaan ideologi terhadap sosok tokoh politik tertentu. Namun menanggapi hal
ini, masyarakat di media sosial nyatanya cukup terpengaruh dengan apa yang
disampaikan oleh akun-akun buzzer. Dari sinilah aktor-aktor politik melihat peran buzzer
sebagai peluang dalam melakukan kegiatan politik melalui media sosial. Buzzer yang
semula hanya dibayar untuk mempromosikan suatu produk oleh koorporat saat ini
dibayar pula untuk membantu jalannya kegiatan politik melalui media sosial (Safitri,
2020: 1-10).

Karena itulah, istilah buzzer berkembang menjadi ‘Buzzer Rp’ dan ‘Buzzer politik’.
Profesinya pun dibagi menjadi 2 kategori, yakni buzzer dengan bayaran dan buzzer tanpa
bayaran atau sukarelawan (Felicia, Loisa, 2018: 353). Dengan adanya fenomena buzzer
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politik ini nyatanya mampu membawa pengaruh yang signifikan terhadap dinamika
politik saat ini. Entah itu membawa pengaruh yang baik ataupun buruk.

Seperti yang diketahui, istilah kata buzzer jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia
ialah pendengung atau penggaung. Hal ini berkaitan erat dengan perannya sebagai
pendengung suatu isu yang kemudian menjadi kontruksi berpikir masyarakat di media
sosial (Safitri, 2020: 1-10) . Dengan kata lain, peran buzzer dipahami sebagai aktivitas
atau fenomena media sosial yang mengangkat suatu isu melalui trending topic di media
sosial.

Adapun peran buzzer yang pertama ialah menciptakan isu (Nugraha, 2020: 12) .
Telah diketahui bahwa buzzer berperan aktif dalam menciptakan suatu isu. Dengan
menggunakan tagar, buzzer biasanya mengincar trending topic di media sosial agar dapat
mempengaruhi banyak orang. Dalam menciptakan isu, sering kali buzzer menyertakan
data yang telah dimanipulasi untuk lebih meyakinkan khalayak, data ini dapat berupa foto
atau video yang telah diedit atau foto dan video yang sebenarnya akan tetapi keterangan
yang dituliskan tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Adapula buzzer yang menciptakan isu dengan hanya menggunakan tulisan tanpa
adanya foto atau video sebagai bukti. Buzzer yang seperti ini biasanya akan
mengandalkan pengikut yang ia miliki atau dengan mengandalkan kelompoknya untuk
menaikkan tagar yang ia buat agar dapat menjadi trending topic agar kemudian dapat
dilihat oleh banyak orang.

Peran buzzer yang kedua ialah membentuk atau menggiring opini publik (Nugraha,
2020: 12). Hal ini berkaitan dengan peran buzzer yang pertama, yakni menciptakan isu.
Setelah terciptanya isu, buzzer akan melanjutkan dengan membuat wacana yang berisikan
opini-opini yang persuasif atau bahkan profokatif. Opini-opini yang dibuatpun dituliskan
dengan tersirat ataupun terang-terangan. Karena hal inilah, masyarakat banyak
menganggap bahwa buzzer terkhususnya buzzer politik membawa pengaruh buruk
dengan kebiasaan mereka menebar isu atau hoax, bahkan ujaran kebencian.

Kemudian peran buzzer yang ketiga ialah membentuk suatu kelompok (Nugraha,
2020: 12).Hal ini dapat dikatakan sebagai peran sekaligus bagaimana cara buzzer bekerja.
Dalam membuat suatu isu dan menciptakan opini, buzzer didukung oleh buzzer-buzzer
lainnya yang merupakan satu kelompok. Buzzer biasanya terhubung dengan buzzer
lainnya dalam menjalankan perannya. Hal ini dilakukan karena untuk dapat
mempengaruhi khalayak, buzzer akan berusaha untuk menduduki trending topic di media
sosial. Untuk itu, buzzer biasanya dibantu oleh akun-akun buzzer lainnya.

Tidak hanya bekerja dengan membentuk kelompok, buzzer juga biasanya bekerja
dengan menggunakan akun anonym (Nugraha, 2020: 12). Maksudnya ialah jika ditelusuri
lebih lanjut, akun buzzer biasanya tidak memiliki identitas yang jelas. Baik dari segi
nama, profil picture, ataupun lainnya. Bahkan diketahui bahwa buzzer juga memilki lebih
dari satu akun per-individu-nya. Hal ini biasanya dimiliki oleh para buzzer bayaran untuk
mempermudah pekerjaannya.

Ismail Fahmi (dalam Kumparan News, 2021) mengatakan, Inilah yang
membedakan antara buzzer dan influencer. Dari segi identitas, influencer memiliki
identitas yang jelas dibandingkan buzzer. Opini yang disampaikan pun bersifat
influencial dan berasal dari pemikiran sendiri. Berbeda dengan buzzer yang lebih
cenderung buzzing (berisik) atau membuat lebih ramai saja dan opini yang disampaikan
bukan merupakan hasil pemikiran pribadi.

Dari segi politik, fenomena buzzer sendiri telah membawa pengaruh terhadap
dinamika politik di Indonesia. Pada masa ini, buzzer politik turut berperan sebagai
partisipan politik dalam demokrasi virtual. Hadirnya buzzer sebagai partisipan politik
menandakan bahwa dinamika politik di Indonesia telah memasuki era modernisasi di
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mana penggunaan media digital terutama media sosial sebagai sarana konsumsi informasi
semakin diandalkan.

Fenomena buzzer politik sendiri bermula pada tahun 2012 yakni ketika maraknya
kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012 (Nugraha, 2020: 14). Kala itu diketahui bahwa jasa
‘pasukan cyber’ telah digunakan untuk menciptakan isu politik. Tidak hanya pada
pilkada saja, fenomena buzzer politik juga muncul pada saat pemilihan Presiden (Pilpres)
Indonesia tahun 2014 dan 2019. Pada pilpres tahun 2014 dan 2019, keterlibatan buzzer
politik semakin jelas terlihat dengan maraknya hoax, propaganda, hingga black campaign
yang dilakukan buzzer untuk menyerang pihak tertentu yang dianggap sebagai lawan.

Namun seiring dengan itu juga, buzzer diketahui turut berperan dalam
mengkampanyekan masing-masing paslon. Bahkan pada pilpres 2019, buzzer juga
diketahui melakukan kampanye untuk mengikuti kegiatan pemilu sebagaimana warna
negara Indonesia yang baik. Melalui tagar #Pemilu2019 buzzer setidaknya berhasil
menarik perhatian masyarakat dan mengurangi jumlah golongan putih (golput) di
masyarakat (Nugraha, 2020: 14).

Tidak sebatas itu saja, fenomena buzzer dalam dinamika politik di Indonesia juga
hadir pada isu-isu politik lainnya. Misalnya saja pada isu yang melibatkan mantan
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dengan Permadi Arya atau yang biasa
dikenal dengan nama Abu Janda pada 29 Januari 2021 (CNN Indonesia, 2021). Hal ini
bermula saat Permadi Arya membuat cuitan bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan
antar golongan) di akun twitter miliknya. Permadi Arya diketahui membuat kicauan yang
mengarah pada tindakan rasialisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM asal
Papua, Natalius Pigai yang kemudian disusul dengan pernyataannya mengenai Islam
sebagai agama yang arogan.

Cuitannya di twitter ini pun mengundang berbagai reaksi dari masyarakat termasuk
Susi Pudjiastuti. Menanggapi pernyataan Permadi Arya tersebut, Susi pun dengan akun
@susipudjiastuti di twitter membalas dengan mencuitkan ajakan untuk meng-unfollow
akun dari Permadi Arya ini. Akibat dari pernyataannya ini, Susi pun mendapat serangan
masif dari akun-akun buzzer yang membela Permadi Arya (Fahmi, 2021).

Akun-akun buzzer ini menyerukan untuk justru meng-unfollow akun Susi daripada
akun Permadi Arya. Tidak hanya seruan untuk di-unfollow saja, Susi bahkan ‘diserang’
dengan disebut sebagai ‘pengkhianat’ Jokowi, ‘kadal gurun’, dan ‘kampret’ oleh para
buzzer yang menyerangnya (CNN Indonesia, 2021). Meskipun pada akhirnya Susi
mendapatkan pembelaan dari sebagian masyarakat dan followersnya, akan tetapi dengan
adanya peran buzzer politik dipihak Permadi, membawa pengaruh terhadap jumlah
followers Permadi Arya yang justru bertambah ribuan orang dalam satu hari (Fahmi,
2021).

Hal ini menandakan bahwa meskipun pada akhirnya mayoritas masyarakat
berpihak kepada Susi, akan tetapi sebagian masyarakat telah terpengaruh oleh seruan-
seruan buzzer yang ‘menyerang’ Susi dengan cuitan ujaran kebencian dan propaganda
terhadapnya, melihat jumlah followers Permadi Arya yang meningkat cukup pesat dalam
sehari.

Fenomena buzzer sebagai partisipan politik juga terjadi pada ramainya isu investasi
minuman keras (miras) yang ramai diperbincangkan pada awal Maret 2021 ini. Isu ini
berlandaskan pada konteks Perpres No. 10 Tahun 2021 dimana bidang usaha indsutri
miras diizinkan pada 4 provinsi, yakni Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua (Fahmi,
2021) . Kebijakan investasi miras ini tentu saja menimbulkan polemik yang serius dimata
masyarakat. Ada begitu banyak pertentangan terhadap kebijakan ini, misalnya saja oleh
pihak Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dengan akun @muhammadiyah dan
@nahdlatululama di media sosial twitter.
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Melalui twitter, pihak-pihak ini menyatakan keberatan dengan adanya keputusan
investasi miras. Melihat reaksi yang diberikan oleh ormas dan tokoh-tokoh besar
masyarakat, akun-akun buzzer pun muncul sebagai pihak yang mendukung kebijakan ini.
Didukung dengan pernyataan influencer seperti @dennysiregar7 pihak ini berusaha
menyeimbangkan suara.

Namun dengan semakin banyaknya ormas dan tokoh-tokoh yang menentang, serta
turut sertanya buzzer dari pihak oposisi dalam menaikkan tagar #TolakInvestasiMiras di
media sosial twitter, membuat dukungan terkait penolakan terhadap kasus ini semakin
meningkat. Dengan naiknya tagar ini membuat semakin banyak masyarakat menaruh
perhatian lebih terhadap masalah ini.

Dengan melihat reaksi masyarakat yang sebagian besar menolak kebijakan ini, pada
akhirnya presiden Jokowi pun menyatakan pembatalan terkait investasi miras
(KumparanBisnis, 2021). Maka dengan berakhirnya polemik ini dengan keputusan
pembatalan, dapat dikatakan sebagai masifnya pengaruh ruang diskusi virtual yang
diadakan di media sosial melalui tagar-tagar dan dengan adanya pengaruh buzzer dalam
membangun dan menggiring opini publik.

Inilah mengapa media sosial twitter menjadi media sosial yang sangat rawan akan
eksistensi buzzer. Cara kerja twitter membuat buzzer dapat menciptakan atau menggiring
opini dengan sangat mudah. Untuk dapat dengan mudah ditemukan, fitur tagar digunakan
oleh buzzer untuk dapat mempengaruhi masyarakat di media sosial (Fahmi, 2021). Dan
dengan terus meningkatnya pengguna media sosial saat ini, kegiatan politik termasuk
demokrasi dapat dilakukan secara virtual di media sosial.

Maka dengan ini pula eksistensi buzzer sebagai bagian dari demokrasi virtual di
Indonesia membawa pengaruh yang positif sekaligus pengaruh yang negatif. Dari sisi
positif, buzzer telah berperan dalam kegiatan kampanye politik di media sosial. Buzzer
juga melakukan kegiatan persuasif, dengan mengkampanyekan pentingnya pastisipasi
dalam kegiatan pilkada dan pemilu misalnya. Namun dari sisi negatif, buzzer politik kian
hari ditemukan sebagai salah satu partisipan dalam penyebaran hoax dan ujaran
kebencian dengan memanfaatkan isu-isu politik yang ada.

B. Buzzer dan Komunikasi Politik

Fenomena buzzer dalam dinamika politik saat ini kian menjadi hal yang lumrah di
mata masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya eksistensi buzzer terutama
dalam kegiatan politik di Indonesia. Maka dari itu fenomena buzzer saat ini dapat
dikategorikan sebagai bagian yang signifikan dari komunikasi politik di Indonesia.

Komunikasi politik sendiri memiliki makna berupa proses penyampaian pendapat,
sikap dan tingkah laku orang, lembaga, atau kekuatan politik, dalam rangka
mempengaruhi pengambilan keputusan politik (Putri, 2015: 52).Hakikat dari komunikasi
politik ialah upaya kelompok manusia dengan orientasi pemikiran politik atau ideologi
tertentu untuk dapat memperoleh kekuasaan.

Komunikasi politik tidak jauh berbeda dengan disiplin ilmu komunikasi lainnya
yang juga memiliki unsur-unsur terkait didalamnya (Cangara, 2011: 31-32) antara lain;
1. Komunikator politik, siapa saja yang berperan dalam menyampaikan sesuatu yang

berkaitan dengan politik dengan tujuan tertentu. Komunikator politik dapat berupa
siapa saja, baik itu individu ataupun kelompok seperti organisasi politik atau partai
politik.

2. Pesan politik, merupakan sesuatu yang disampaikan baik secara lisan ataupun
tulisan, verbal ataupun non-verbal selagi terdapat unsur politik didalamnya.

3. Saluran atau media politik, merupakan media yang membawakan pesan politik dari
komunikator politik yang akan disampaikan kepada khalayak. Media politik dapat
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berupa media cetak, elektronik, ataupun digital, seperti majalah, koran, televisi,
ataupun media online berupa media sosial.

4. Penerima pesan politik, yaitu masyarakat yang merupakan sasaran dari
penyampaian pesan politik itu sendiri.

5. Efek atau pengaruh (feedback), merupakan hasil yang ditimbulkan oleh publik dari
penyampaian pesan politik yang telah disampaikan.
Dalam hal ini, Buzzer sebagai partisipan politik memenuhi unsur-unsur dari

komunikasi politik yang signifikan. Buzzer berperan sebagai komunikator politik yang
menyampaikan pesan politik melalui platform media sosial dengan maksud untuk
mendapatkan pengaruh (feedback) dari khalayak. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa
buzzer merupakan bagian dari komunikasi politik yang tidak terelakkan.

Untuk fungsi dari komunikasi politik, secara garis besar merupakan struktur politik
yang menyerap berbagai aspirasi, pandangan, dan gagasan yang berkembang dalam
masyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebijakan (Misyuniarto,
2019: 13). Sebagai suatu disiplin ilmu, McNair (dalam Cangara, 2011: 33)
mengemukakan bahwa komunikasi politik memiliki 5 fungsi dasar, yaitu:
1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di sekitarnya
2. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada, maksudnya

ialah menghadirkan sesuatu yang kenyataannya tidak dimanipulasi atau
memberikan gambaran sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

3. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik
sehingga bisa menjadi wacana dalam opini publlik dan mengembalikan hasil opini
publik tadi kepada masyarakat.

4. Membuat publikasi yang nantinya ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-
lembaga yang memiliki hubungan dengan politik.

5. Sebagai saluran advokasi yang membantu dalam program-program lembaga politik
atau dalam hal kebijakan pemerintah agar nantinya bisa sampai pada media massa
untuk dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat luas.

Maka dari itu, fungsi dari komunikasi politik lebih layak disebut sebagai jembatan yang
menghubungkan antara dua hal yang berbeda agar tetap dapat berhubungan dan menjadi
satu kesatuan.

Beberapa kali isu mengenai buzzer sering mencuat di dalam perpolitikan Indonesia
seiring dengan era digital yang menjadi tempat efektif dalam panggung-panggung politik
khususnya dalam komunikasi politik di era modern. Blumber dan Kavanagh (dalam
Fadhilsyah, 2020) mengatakan bahwa saat ini merupakan era kemunculan komunikasi
politik generasi ketiga.

Dimana generasi pertama merupakan generasi yang banyak memanfaatkan
kekuatan face-to-face informal. Kemudian generasi kedua merupakan generasi yang
berpegang pada penguasaan media-media arus utama (mainstream) seperti tv, koran,
radio, majalah, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan generasi ketiga sendiri
merupakan generasi yang memiliki kekuatan interaktivitas dan basis multimedia yang
memungkinkan orang saling bertautan tanpa harus bertemu secara fisik. Berdasarkan
definisnya ini, era generasi ketiga juga disebut sebagai era media baru.

Bicara mengenai komunikasi politik, tentu tidak lepas dari pesan politik. Pesan
politik merupakan gagasan, pikiran, ide, sikap, maupun perilaku tentang politik yang
disampaikan oleh komunikator politik. Adapun jeni-jenis dari pesan politik menurut
Nimmo (dalam Mukarom, 2016: 92-93) ialah:
1. Retorika, merupakan seni berbahasa dalam berkomunikasi secara persuasif dan

efektif, dengan tujuan untuk memengaruhi lawan bicara demi menyamakan
persepsi komunikator.
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2. Iklan politik, merupakan metode berupa pesan yang bertujuan untuk merekrut suara
sebanyak-banyaknya demi kepentingan kekuasaan golongan parpol tertentu.

3. Propaganda, merupakan pesan yang bersifat terus-menerus dengan maksud
menciptakan sebuah opini publik yang kuat sehingga publik dapat dikendalikan
oleh pemberitaan yang disampaikan oleh komunikator.
Dari penjelasan mengenai jenis-jenis pesan politik ini maka dapat dikatakan bahwa

setiap pesan memiliki karakteristik dan tujuannya masing-masing. Korelasi antara buzzer
dan komunikasi politik pun dapat dilihat disini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya
mengenai peran buzzer, yakni menciptakan isu, membentuk atau menggiring opini publik,
dan membentuk kelompok maka dapat ditemukan kesamaan antara peran buzzer dan
tujuan dari setiap pesan politik.

Berdasarkan perannya, buzzer dalam kaitannya dengan komunikasi politik dapat
dikategorikan sebagai komunikator politik. Sebab buzzer sendiri melakukan aksinya
dengan menyampaikan pesan-pesan atau konten yang berisikan kampanye-kampanye
hingga propaganda. Buzzer juga kerap kali menciptakan isu-isu politik hingga narasi
yang bertujuan untuk membentuk atau menggiring opini publik. Maka dengan ini dapat
dikatakan bahwa setiap pesan yang disampaikan oleh buzzer merupakan pesan politik itu
sendiri.

Mengenai buzzer sebagai salah satu komunikator politik, dapat dilihat pula
keterkaitan antara peran buzzer politik dengan tujuan dari komunikasi politik. Ardial
(dalam Misyuniarto, 2019: 18) mengelompokkan tujuan dari komunikasi politik antara
lain, membentuk citra politik, membentuk opini publik (pendapat umum), serta
partisipasi politik dan pemilihan umum.

Tujuan komunikasi politik yang pertama ialah membentuk citra publik. Semakin
baik citra yang diciptakan maka semakin baik pula respon masyarakat terhadap suatu
komunikator politik (dalam Misyuniarto, 2019: 19). Buzzer dalam hal ini berperan dalam
mengkampanyekan seseorang tokoh politik dengan cara melakukan pendekatan melalui
narasi-narasinya. Untuk membangun citra yang baik terhadap seseorang, buzzer tidak
hanya akan menguraikan keunggulan-keunggulan dari tokoh politik saja, melainkan juga
akan menyerang lawan dengan memberikan narasi-narasi yang buruk untuk
menjatuhkannya.

Hal ini berkaitan dengan tujuan dari komunikasi politik yang kedua, yakni
membentuk opini publik. Dengan membuat narasi-narasi berupa propaganda atau isu-isu
negatif, selain dapat membuat citra yang buruk, narasi ini juga digunakan sebagai
penggiring opini publik. Dengan peran buzzer dalam membuat isu secara berkelompok,
maka hal ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat sehingga terbentuklah opini
terhadap sosok tokoh politik ini. Begitupun sebaliknya, narasi yang bersifat positif pun
seperti kampanye misalnya, selain dapat membuat citra yang baik, juga dapat membentuk
opini yang baik pula.

Kemudian untuk tujuan ketiga dari komunikasi politik ialah partisipasi politik dan
pemilihan umum. Dalam kehidupan politik dan demokrasi, adanya partisipasi merupakan
penentu berjalan tidaknya suatu sistem (dalam Misyuniarto, 2019: 21). Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, dalam hal ini buzzer berperan sebagai komunikator politik
dengan mengkampanyekan seorang atau kelompok politik, tidak hanya itu buzzer juga
mengkampanyekan kegiatan pemilu di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan
jumlah partisipasi politik (meminimalisir angka golput) di Indonesia.

Dengan ini, buzzer dapat disebut juga sebagai bagian dari startegi komunikasi
politik. Buzzer berperan dalam menyampaikan pesan dan tujuan dari komunikasi politik
yang ada, bahkan buzzer juga menjalankan fungsi komunikasi politik dalam beberapa
aspek, misalnya dalam menyampaikan informasi politik. Buzzer sebagai partisipan politik
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juga memenuhi unsur-unsur dari komunikasi politik. Maka dari itu, buzzer dalam
kaitannya dengan politik dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi politik, mengingat
bagaimana buzzer dapat membawa pengaruh yang cukup besar dalam dinamika politik di
Indonesia.

C. Dinamika Politik Indonesia

Politik merupakan aktivitas yang sangat mempengaruhi perkembangan suatu
negara. Merriam Webster (dalam Rusfiana & Nurdin, 2017: 1) mengartikan politik
sebagai aktivitas atau aksi yang memiliki hubungan untuk mempengaruhi kegiatan dan
kebijakan dari suatu pemerintahan atau untuk mendapatkan dan mempertahankan
kekuasaan di dalam suatu pemerintahan.

Politik dan perkembangannya sangat berkaitan erat dengan sistem ketatanegaraan
di suatu negara. Dalam dinamika politik yang berkembang terdapat perubahan yang
signifikan, meskipun di negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras,
serta kaum reformatif dan kaum konserfatif yang mengakibatkan adanya pro dan kontra
dalam setiap jalannya aktivitas politik.

Diketahui, orientasi politik pada masa penjajahan di Indonesia ialah bagaimana
upaya untuk merebut kemerdekaan, sedangkan pada masa pasca kemerdekaan, orientasi
politik yang dibangun adalah upaya untuk membangun bangsa sebagai negara yang
berkembang dan mandiri (Nastiti, 2016).Dalam hal ini perkembangan dan sistem politik
di Indonesia akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia ke depannya.

Dalam perkembangannya, penerapan sistem politik di Indonesia bersifat dinamis
dan progresif, serta didasari oleh aspirasi politik nasional dan konteks karakteristik
zaman yang melatarbelakangi setiap dinamika tersebut. Istilah “sistem” dan “politik”
dipergunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk realitas dan diperuntukkan secara luas.
Sistem politik diartikan oleh Heslop (dalam Rusfiana & Nurdin, 2017: 52) sebagai
bentuk-bentuk dari perilaku atau tindakan politik yang tidak hanya berorientasi pada
badan-badan legal dari sudut pandang suatu pembentukan organisasi namun juga
bagaimana praktik atau kenyataan dari kelangsungan badan-badan pemerintahan tersebut.

Sepanjang sejarahnya, Indonesia telah melakukan banyak perubahan dalam
menetapkan sistem politik yang ideal. Sistem politik Indonesia terus mengalami
perkembangan dimulai dari era perjuangan kemerdekaan (1945-1949), era demokrasi
parlementer (1950-1959), era demokrasi terpimpin (1959-1966), era orde baru (1966-
1998), hingga pada era Reformasi (1999-sekarang).

Era perjuangan kemerdekaan (1945-1949) menjadi permulaan dari entitas politik
negara Republik Indonesia. Secara proses artikulasi politik, Republik Indonesia lahir
bersamaan dengan pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Soekarno pada tanggal 17
Agustus 1945. secara legal-formal, pendirian Republik Indonesia dengan kelengkapan
komponen-komponen kenegaraannya, yang terdefinisi melalui seperangkat hukum,
disepakati dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dibentuknya
struktur pemerintahan dan dasar konstitusi (Rusfiana & Nurdin, 2017: 55-56).

Ir. Soekarno dan Moh. Hatta masing-masing menjabat sebagai Presiden dan Wakil
Presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya.
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi dasar konstitusi pendirian negara
Indonesia. UUD 1945 mendefinisikan identitas serta hakikat dari Indonesia, sehingga
proses politik negara dibangun berdasarkan dasar konstitusi tersebut.

Sistem politik Indonesia pada masa awal pendiriannya berorientasi pada upaya-
upaya dalam membentuk dasar konstitusi dan mendirikan badan-badan legal formal
sebagai struktur politik yang menjalankan proses politik. Perkembangan selanjutnya
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dalam tata pembangunan politik di Indonesia adalah perubahan sistem pemerintahan dari
sistem presidensial menuju sistem parlementer dengan diterbitkannya Maklumat
Pemerintah 14 November 1945 di mana kekuasaan eksekutif yang beralih ke tangan
menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer
(Rusfiana & Nurdin, 2017: 63).

Kemudian pada era Demokrasi Parlementer (1950-1959) sistem pemerintahan
masih merupakan pemerintahan parlementer seperti yang telah diinisiasi pada saat
pembentukan parlemen pertama kali di bawah kepemimpinan Sutan Syahrir. Salah satu
pencapaian dalam proses politik pada masa ini ialah terselenggarakannya pemilihan
umum (pemilu) pada tahun 1955.

Pemilihan umum pada 1955 yang berdasarkan asas multipartai ini berhasil memilih
anggota Konstituante secara demokratis. Konstituante ini kemudian diberikan mandat
untuk menyempurnakan UUDS 1950 ke dalam UUD yang sempurna (Rusfiana & Nurdin,
2017: 67) . Pada era ini sistem politik Indonesia telah beranjak menuju kepada arah-arah
perilaku atau kegiatan politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, khususnya
yang berkaitan dengan tugas-tugas untuk menjalankan kepemerintahan secara
konstitusional.

Pada era demokrasi terpimpin (1959-1966), bentuk negara dan pemerintahan masih
bertahan pada sistem kesatuan serta republik, namun terjadi perubahan pada sistem
pemerintahan dari sistem parlementer yang kemudian dikembalikan pada sistem
pemerintahan presidensial. Sistem politik pada masa ini memberikan pandangan luas
terhadap suatu fenomena politik sebagai bagian dari interaksi sosial yang sangat luas
berdasarkan terjadinya peristiwa politik yang berpengaruh terhadap sistem politik yang
berlangsung pada era demokrasi terpimpin.

Pada era orde baru (1966-1998) terjadi upaya restorasi sistem kepemerintahan
seperti pengembalian sistem instansi eksekutif yang berorientasi pada kepemimpinan
Presiden, Wakil Presiden dan Kabinet Kementerian. Era orde baru memiliki visi berupa
melakukan penguatan terhadap nilai-nilai konstitusi UUD 1945 serta falsafah negara
yakni Pancasila, karena itu, era ini juga dikenal dengan sebutan era Demokrasi Pancasila.

Era orde baru ini merupakan rezim terlama yang berkuasa di Indonesia, yakni
selama 32 tahun. Akan tetapi, terjadi aspirasi politik pada tahun 1998 yang menghendaki
terjadinya suatu reformasi menyeluruh, khususnya pada aspek kepemerintahan.
Gelombang aspirasi politik inilah yang kemudian mengakhiri masa jabatan Presiden
Soeharto saat itu, sekaligus mengakhiri era orde baru atau era demokrasi Pancasila.

Kemudian pada era reformasi (1999-sekarang), di mana era ini merupakan salah
satu fase terbesar dalam sejarah sistem politik di Indonesia. Sistem politik di era
reformasi ini menekankan pada kembalinya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
dasar konstitusi sebagai suatu platform yang menghasilkan produk-produk politik yang
pada akhirnya akan menentukan kelangsungan dari sistem politik (Rusfiana & Nurdin,
2017: 80).

Salah satu aspek penting dalam sistem politik ialah adanya budaya politik
(Political culture) yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik merupakan
keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi
terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan
dimensi psikologis dari suatu sistem politik yaitu sikap-sikap, sistem kepercayaan, simbol
yang dimiliki oleh individu dan beroperasi di dalam seluruh elemen masyarakat.

Budaya politik juga menentukan perilaku politik warga negaranya, maka perannya
sangat menentukan dalam hal bagaimana sistem politik bekerja. Maka dari itu budaya
politik juga mencakup pada orientasi individu terhadap sistem politik, yang terdiri dari 3
aspek (Anggara, 2013: 111-112) yaitu:
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1. Orientasi kognitif, yaitu pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik.
Misalnya tingkat pengetahuan seseorang terhadap sistem politik, tokoh
pemerintahan dan kebijakan yang mereka ambil, dan simbol-simbol kenegaraan.

2. Orientasi afektif, yaitu aspek perasaan dan emosi seseorang individu terhadap
sistem politik.

3. Orientasi evaluatif, yaitu penilaian seseorang terhadap sistem politik, merujuk pada
komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik terhadap
kinerja sistem politik.
Berdasarkan orientasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan politik atau

budaya politiknya, Almond (dalam Winarno, 2010: 18-19) membedakan adanya 3
budaya politik, yakni:
1. Budaya politik partisipan, yaitu budaya di mana masyarakat melibatkan diri dalam

kegiatan politik atau setidaknya dalam kegiatan pemberian suara, dan memperoleh
informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik.

2. Budaya politik subjek, yaitu budaya di mana masyarakat secara pasif patuh kepada
pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri
dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan.

3. Budaya politik parokial, yaitu budaya di mana masyarakat sama sekali tidak
menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik.
Dalam dinamika politik, partisipasi politik tentu menjadi bagian yang tak

terelakkan. Hal ini karena partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari
demokrasi, kemudian ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Partisipasi
politik sendiri didefinisikan sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan memengaruhi
pengambilan keputusan politik (Anggara, 2013: 142).Partisipasi politik dilakukan dalam
posisi seseorang sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifatnya
sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Adapun bentuk dari partisipasi politik, yaitu:
1. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi yang terjadi dalam bentuk kondisi tertentu di

mana masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu pogram pihak lain,
dalam hubungan antara masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau
klien.

2. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi di mana masyarakat mempunyai prakarsa
untuk berpartisipasi horizontal satu sama lainnya.
Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam

demokrasi modern. Bentuk nonkonvensional misalnya berupa petisi, kekerasan, dan
revolusioner. Bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat digunakan sebagai tolak ukur
untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau
ketidakpuasan warga negara.

Menurut Milbrath dan Goel (dalam Anggara, 2013: 152), kegiatan pasrtisipasi
dibedakan menjadi:
1. Kelompok apatis, yaitu orang yang tidak akan berpartisipasi dan menarik diri dari

proses politik
2. Spektator, yaitu orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan

umum
3. Gladiator: komunikator, yaitu spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis

partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat
4. Pengkritik, yaitu bentuk partisipasi yang tidak konvensional.

Partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yaitu individual
dan kolektif.
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Dalam suatu sistem politik, terdapat fungsi sosialisasi politik. Sosialisasi politik
dapat berwujud transmisi dan pengajaran, misalnya pada pendidikan sekolah,
pengalaman keluarga, dan pengaruh pergaulan yang berperan dalam mempengaruhi
keyakinan seseorang. Artinya dalam sosialisasi itu terjadi interaksi antara sikap dan
keyakinan politik yang dimiliki oleh generasi yang lebih tua terhadap generasi yang lebih
muda yang cenderung masih fleksibel menerima pengaruh ajaran.

Sigel (dalam Haryanto, 2018: 14) mengartikan sosialisasi politik sebagai proses
belajar yang terkait dengan norma, sikap, dan perilaku politik yang dapat dialihkan dari
suatu generasi ke generasi berikutnya untuk menerima suatu sistem politik yang sedang
berlangsung. Maka, sosialisasi politik dapat dikatakan juga sebagai proses modifikasi
nilai-nilai yang didahului dengan pembentukan sikap perilaku melalui proses belajar.

Sosialisasi politik yang diselenggarakan suatu negara mentransformasikan nilai-
nilai yang menjadi pola keyakinan dan kepercayaan yang dapat membawa bangsa ke arah
yang lebih maju. Oleh karena itu, tujuan sosialisasi politik dapat dilihat dari beberapa
dimensi, yaitu dimensi psikologis, dimensi ideologis, dan dimensi normatif (Anggara,
2013: 87).

Dimensi pertama ialah dimensi psikologis. Dimensi ini terarah pada pembentukan
sikap politik dan kepribadian politik yang terkait dengan faktor-faktor kejiwaan (Anggara,
2013: 87). Dalam proses ini berlangsung rangkaian peristiwa politik yang berawal dari
tingkat pemahaman atau pengenalan tentang politik (political cognation). Kemudian
meningkat pada pendalaman akan makna politik yang memberi dampak terhadap cara
berpikir yang membuka pikiran.

Pada tahap ini kepribadian politik (political personality) dapat diketahui dalam
wujud perilaku dan sikap politik (political behavior). maka dari itu pada tahap ini
pelestarian sistem politik sekaligus sistem nilainya telah dapat didekati karena seseorang
dapat dikatakan telah berada dalam kondisi adaptasi terhadap nilai-nilai yang
berlangsung (Anggara, 2013: 88).

Dimensi kedua ialah dimensi ideologis dimana pada dimensi ini terjadi proses
penerimaan terhadap ideologi yang telah menjadi pola keyakinan (Anggara, 2013: 88).
Pada dimensi ini, ideologi telah menjadi nilai-nilai yang menjadi dasar dari perilaku
kehidupan bernegara sehingga pengaruh-pengaruh yang bersifat kontemporer tidak
memberi makna yang berarti.

Dimensi ketiga yakni dimensi normatif, dimana dimensi ini menunjukkan kondisi
terintegrasinya sikap mental dan pola pikir dalam sistem norma yang berlaku (Anggara,
2013: 88). Norma ini menunjukkan kaidah-kaidah yang dibentuk penguasa sekaligus
menunjukkan kaidah-kaidah yang berkembang dalam masyarakat pula. Apabila ketiga
dimensi ini telah dapat diwujudkan, maka sasaran ataupun tujuan dari sosialisasi politik
telah berhasil dan upaya dalam pelestarian sistem politik dapat dicapai.

Kemudian, dalam dinamika politik terdapat pula istilah struktur politik. Struktur
politik sendiri memiliki keterkaitan yang masif terhadap sistem politik. Struktur politik
diartikan oleh Kantaprawira (dalam Imran, 2014: 33) sebagai suatu pelembagaan
hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk kerangka politik
sebagai bagian dari sistem politik.

Dalam kehidupan politik demokratis, struktur politik dapat dibagi menjadi dua,
yaitu struktur politik formal dan struktur politik informal (Anggara, 2013: 44). Struktur
politik formal juga disebut sebagai suprastruktur politik dan struktur politik informal
disebut juga dengan infrastruktur politik. Struktur formal merupakan fungsi politik yang
mampu mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan melaksanakan segala
keputusan yang memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh masyarakat. Sedangkan
struktur informal merupakan struktur yang mampu memengaruhi cara kerja aparat
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masyarakat untuk menyalurkan, mengemukakan, mengonversikan tuntutan, dukungan,
dan masalah tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Pada struktur politik formal, struktur dibedakan atas lembaga eksekutif, legislatif
dan yudikatif (Anggara, 2013: 47). Masing-masing kekuasaan ini terpisah satu sama lain.
Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan
eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan
yudikatif merupakan kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili
pelanggaran undang-undang.

Di Indonesia, lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden beserta
kabinet kerjanya yang terdiri dari menteri-menteri yang turut membantunya dalam
menjalankan tugas negara. Pada masa orde baru, ketika UUD 1945 belum diamandemen,
presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang
dalam hal ini presiden merupakan mandataris MPR. Namun pada era revormasi dimulai,
MPR melakukan amandemen UUD 1945.

Terkait pemilihan presiden dan wakil presiden, amandemen tersebut menghasilkan
dua hal penting, yakni mengurangi kekuasaan MPR dengan hanya berkonsentrasi pada
persoalan-persoalan UUD dan tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden (Anggara,
2013: 50). Selanjutnya, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui
pemilhan umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan langsung ini membuat kedudukan
presiden sangat kuat dan hanya bisa dijatuhkan jika presiden terbukti secara hukum
melakukan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.

Untuk lembaga legislatif di Indonesia, terdiri dari Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Pada masa orde baru, lembaga legislatif sering dianggap sebagai lembaga yang hanya
bertugas untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga
eksekutif. Namun era revormasi telah membawa perubahan terhadap fungsi dari lembaga
legislatif.

Seperti yang kita ketahui, MPR memiliki wewenang untuk menyusun atau
mengubah Undang-Undang Dasar dan melantik (atau memberhentikan) presiden,
sedangkan tugas DPR ialah untuk membentuk dan menyetujui undang-undang,
menghitung anggaran tahunan bersama presiden, serta mengawasi pelaksanaan undang-
undang dan isu-isu politik (Indonesia Investments, 2021) . Sedangkan DPD berperan
dalam menangani keputusan, undang-undang dan isu-isu yang berhubungan dengan
daerah yang dimaksud. Dengan artian bahwa keberadaan DPD merupakan perwakilan
setiap daerah di tingkat nasional.

Kemudian pada lembaga yudikatif, yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA),
Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara
yang bertugas untuk mengawal jalannya undang-undang atau aturan negara. MA
merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman. MA
merupakan pengadilan tinggi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan
hukum melalui putusan kasasi (Kompas.com, 2020).

Sedangkan MK merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan sebagai
pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir, dimana keputusannya bersifat final.
kemudian KY yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan
hakim agung, juga menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hukum
(Kompas.com, 2020).

Kemudian pada struktur politik informal, terdiri dari partai politik, golongan
kepentingan, golongan penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik. Partai
politik merupakan organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok
warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan ideologi, kehendak, dan
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cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,
bangsa, dan negara (Risnawan, 2017: 514).

Adapun fungsi atau peran dari partai politik ialah sebagai sarana komunikasi
politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, dan pemandu
kepentingan (Risnawan, 2017: 514-515). Dengan artian bahwa partai politik memiliki
peran sebagai sarana masyarakat dalam berpolitik. Partai politik di Indonesia sendiri ada
begitu banyak jumlahnya, namun hanya beberapa yang berhasil mempertahankan
eksistensinya di pemerintahan, misalnya saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI-P), Golongan Karya (Golkar), Gerindra, dan lain-lain.

Selain partai politik, struktur politik informal atau infrastruktur politik di Indonesia
terdiri dari golongan kepentingan dan golongan penekan. Golongan kepentingan sendiri
berupa asosiasi profesi, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Serikat Perdagangan,
dan lain-lain. Fungsi dari golongan kepentingan ini ialah sebagai media penampung dan
pengartikulasi kepentingan kelompoknya, serta sebagai salah satu saluran input bagi
pemerintah dalam memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya.

Sedangkan golongan penekan merupakan kelompok atau lembaga yang memiliki
kekuatan untuk memaksakan kehendak pada pihak penguasa. Golongan penekan ini
berupa lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial keagamaan, organisasi
pembela hukum dan HAM, organisasi lingkungan hidup, dan lain-lain. Golongan
penekan berperan dalam melontarkan kritikan-kritikan terhadap pemerintah atau para
pelaku politik guna membuat perpolitikan maju ke arah yang lebih baik (Risnawan, 2017:
517).

Kemudian struktur politik informal juga terdiri dari media komunikasi politik
yang berupa media massa. Media massa berperan sebagai sarana pendukung dan
pemersatu bagi masing-masing golongan politik. Karena pada dasarnya, media massa
merupakan media komunikasi yang berfungsi sebagaimana media komunikasi
semestinya, yakni sebagai penyampaian informasi, penyalur aspirasi, penghubung antara
pemerintah dan rakyat, sebagai sarana umpan balik terhadap kebijakan yang ada, sebagai
sarana sosialisasi politik, dan sebagai kontrol sosial.

Selain itu, struktur politik informal juga terdiri dari tokoh politik. Tokoh politik
sendiri dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai pengalaman, kecerdasan, dan
keahlian dalam bidang politik (Risnawan, 2017: 517). Peran tokoh politik ini ialah
sebagai penyalur aspirasi sebagaimana tokoh politik seharusnya, terkhususnya pada
tokoh politik yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
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BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Media Sosial Twitter Sebagai Media Interaksi Sosial

Twitter merupakan layanan jejaring sosial microblog yang menjadi wadah bagi
publik untuk berinteraksi atau beraspirasi. Disebut microblog karena situs ini
memungkinkan penggunanya untuk berbagi sebagian kecil dari konten digital yang
berupa teks, gambar, tautan, dan lain-lain (Damaris, 2016: 5) . Konsep yang diusung
twitter sendiri yaitu membagikan informasi atau pesan secara real time dengan berbasis
teks hingga maksimum 140 karakter yang kemudian bertambah menjadi 280 karakter
sejak 7 November 2017. Pesan pada twitter ini selanjutnya disebut dengan tweet
(kicauan).

Media sosial twitter saat ini menjadi salah satu media sosial yang sangat populer di
seluruh dunia termasuk di Indonesia. Tidak hanya digemari oleh kalangan millenial saja,
twitter kian hari juga digemari oleh berbagai kalangan masyarakat dari berbagai usia dan
profesi. Konsepnya yang praktis dan sederhana untuk diakses menjadi alasan twitter
begitu digemari hingga saat ini.

Twitter sendiri didirikan oleh Jack Dorsey, Biz Stone, dan Evan Williams pada
bulan Maret tahun 2006, namun baru diluncurkan pada bulan Juli di tahun yang sama.
Dorsey, Stone, dan Williams sendiri merupakan rekan kerja dalam satu perusahaan
startup (perusahaan rintisan). Sebelum munculnya twitter, sosok Dorsey merupakan
pendiri perusahaan yang menawarkan layanan pengatur taksi pada tahun 2000 (Wahyudi,
2016) . Meskipun Dorsey tidak pernah menyelesaikan kuliahnya di New York University
karena drop out, namun keberhasilannya dapat dilihat dari bagaimana layanan pengatur
taksi yang diciptakan oleh perusahaannya dapat diakui dan digunakan selama bertahun-
tahun.

Bermula dari software pengatur taksi ini, Dorsey pun mencetuskan konsep layanan
messaging yang kemudian ia bagikan kepada Stone dan Williams yang saat itu
merupakan eksekutif dari perusahaan Odeo. Pria yang lahir pada 19 November 1976 di
Amerika Serikat ini pada akhirnya bergabung bersama Stone dan Williams untuk
mengembangkan layanan messaging yang ia cetuskan, yang pada akhirnya kita kenal
dengan sebutan twitter.

Kemudian sosok Biz Stone yang kita ketahui juga sebagai salah satu pendiri twitter,
sebelumnya merupakan desainer di penerbit Little, Brown and Co setelah ia mengakhiri
studinya di dua universitas di Boston, yakni Northeastern University dan University of
Massachusetts yang masing-masing berlangsung selama satu tahun saja. Tidak
berlangsung lama, pada tahun 1999-2001 pria yang lahir pada 10 Maret 1974 di Amerika
Serikat ini kemudian menjadi direktur kreatif di Xanga yang merupakan sebuah
komunitas blog (Wahyudi, 2016).

Dari Xanga inilah Stone mengenal Williams. Setelah menjadi direktur kreatif di
Xanga, Stone kemudian diundang oleh Williams untuk bergabung dalam Blogger, yakni
perusahaan pengembang perangkat lunak blog yang didirikan oleh Williams. Tidak hanya
itu, Stone juga sempat bekerja untuk Google, hingga pada 2005, Stone memutuskan
untuk bergabung bersama Williams dalam pembentukan perusahaan podcasting yang
diberi nama Odeo.

Sedangkan sosok Evan Williams yang lahir pada 31 Maret 1972 di Nebraska, AS,
sebelum terciptanya twitter sudah memiliki ketenarannya sendiri sebagai pencetus
layanan buku harian online yang disebut dengan sebutan blogger. Sama seperti Dorsey
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dan Stone, Williams yang kuliah di University of Nebraska juga tidak menyelesaikan
studinya. Meskipun demikian, Williams berhasil membuktikan diri melalui blogger yang
ia ciptakan. Kemudian pada 2003, Williams menjual blogger kepada Google dan
membuat Williams bekerja dibawah naungan Google (Wahyudi, 2016) . Hingga pada
akhirnya, pada 2004 Williams memutuskan untuk meninggalkan Google dan bersama
Stone mendirikan perusahaan Odeo, yang kemudian dilanjutkan dengan pendirian
Obvious Corporation bersama Dorsey dan Stone dalam menciptakan twitter.

Kemunculan twitter sendiri semula berawal dari sesi brainstroming yang
dilakukan oleh perusahaan startup bernama Odeo yang saat itu hanya fokus pada
layanan podcasting. Akhirnya pada tahun 2005, Odeo mengalami kegagalan setelah
muncul layanan yang serupa dari iTunes Store milik Apple. Namun, Stone dan Williams
tidak menyerah untuk terus mengembangkan layanan podcasting mereka sebelumnya.
Bersama Dorsey yang saat itu tengah mengembangkan layanan messaging, mereka
mendirikan sebuah perusahaan startup yang diberi nama Obvious Corporation pada
Oktober 2006.

Di sini Dorsey mengusungkan ide penggunaan jasa SMS untuk melakukan
komunikasi dengan beberapa orang yang berada dalam suatu kelompok kecil. Proyek ini
kemudian diberi nama TWTTR, terinspirasi dari Flickr yang merupakan singkatan dari
kode SMS Amerika yang terdiri dari 5 karakter (Ramadhani, 2013: 50).

Di bawah Obvious Corp, layanan messaging yang semula bernama TWTTR terus
berkembang hingga akhirnya diberi nama “Twitter” dengan menambahkan dua huruf
vokal ke dalam kode nama layanan ini (Kompas). Dorsey sendiri (dalam Ramadhani,
2013: 50-51) mengatakan bahwa nama twitter sangat cocok karena mampu
mendefinisikan sebuah informasi singkat dan mirip dengan kicauan burung. Mulanya
twitter hanya digunakan oleh orang-orang yang tergabung dalam perusahaan ini saja,
namun pada 15 Juli 2006 versi umum dari twitter pun diperkenalkan. Hingga pada April
2007 twitter pun berkembang menjadi perusahaan mandiri dengan nama Twitter,Inc.

Kepopuleran twitter berawal dari diselenggarakannya festival musik South by
Southwest (SXSW) pada tahun 2007. Pada festival ini pengguna twitter yang semula
berjumlah 20.000 tweets per-hari meningkat menjadi 60.000 tweets per-hari. Twitter juga
mulai mendapatkan income melalui iklan-iklan seiring dengan populernya twitter secara
global.

Seperti yang diketahui, twitter dikenal dengan logo burung berwarna biru yang
bernama “Larry the Bird”. Akan tetapi, terdapat logo asli twitter yang sebelumnya
digunakan saat peluncuran twitter pada 2006 hingga bulan September 2010. Logo ini
berupa tulisan “twitter” berwarna biru muda. Versi modifikasi logo twitter kemudian
diluncurkan saat twitter mendesain ulang situsnya untuk pertama kali pada September
2010. Pada logo ini kata “twitter” ditambahkan dengan gambar “Larry the Bird” di
sebelah kanan tulisan. Namun pada 5 Juni 2012, twitter meluncurkan logo barunya yang
di desain ulang dengan nama “Twitter Bird” dan digunakan hingga saat ini (Agustina,
2018: 51).

Gambar 1. Logo Twitter
Sumber: http://about.twitter.com

http://about.twitter.com
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Saat ini, twitter telah mendapatkan popularitas di seluruh dunia dan semakin
bertambah jumlah penggunanya disetiap tahun. Terdapat 1,3 miliar akun twitter di dunia
dengan jumlah pengguna aktif sebanyak 330 juta dan 500 juta tweet yang dikirim setiap
harinya sepanjang tahun 2020 lalu (Ahlgren, 2021) .Perkembangan twitter di Indonesia
sendiri juga terus mengalami peningkatan, bahkan Indonesia juga dikatakan sebagai salah
satu negara dengan jumlah pengguna aktif twitter terbesar di dunia. Jumlah pengguna
aktif harian twitter di Indonesia pada tahun 2019 saja sudah mencapai 145 juta pengguna
(Clinten, 2019).

Meskipun perkembangan jumlah pengguna twitter di Indonesia dikatakan
melambat sejak awal tahun 2021 ini, akan tetapi pemanfaatan twitter sebagai media
berinteraksi dan beraspirasi dapat dikatakan tetap stabil seperti pada tahun-tahun
sebelumnya. Di Indonesia sendiri twitter sudah cukup dikenal sejak awal kemunculannya
pada tahun 2006 hingga perlahan mulai cukup populer pada tahun-tahun berikutnya.

Mulanya twitter dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai sarana
berinteraksi sekedarnya saja seperti berbincang-bincang atau sekedar sebagai sarana
entertain saja. Kemudian perlahan twitter menjadi wadah masyarakat dalam berdiskusi
mengenai berbagai hal. Pembatasan maksimal sebanyak 140 hingga 280 karakter pada
twitter nyatanya tidak mengurangi minat masyarakat untuk tetap mengandalkan twitter
dalam berinteraksi dan memberikan atau memperoleh informasi. Justru twitter dianggap
sebagai salah satu media yang up to date dalam menyampaikan informasi (Agustina,
2018: 51) . Hal inilah yang menjadi salah satu alasan twitter digemari oleh masyarakat
Indonesia.

Dalam hal ini, tidak hanya karena dianggap sebagai media sosial yang up to date
dalam menyampaikan informasi, twitter juga digemari karena dianggap memiliki fitur-
fitur yang sederhana dan praktis sehingga sangat mudah untuk digunakan. Adapun fitur-
fitur yang terdapat dalam media sosial twitter, ialah :
1. Tweet

Merupakan istilah untuk setiap postingan di twitter, baik itu berupa update status
(menerangkan apa yang sedang terjadi) atau berupa informasi-informasi lainnya.
Berdasarkan riset Social Media at Work (dalam Mulyadi, 2015: 45) sebanyak 50%
pengguna twitter melakukan update status di twitter, sebanyak 39% menyatakan
untuk mem-follow selebritis, 30% untuk tetap terhubung dengan teman, dan
sebanyak 39% mengikuti arus yang ada.

2. Follow
Merupakan kegiatan mengikuti seseorang dalam media sosial. Media sosial twitter
memiliki sifat relasi asimetris dimana akun twitter tidak harus menjalin hubungan
timbal balik terhadap akun lain yang berarti jika suatu akun mem-follow pada akun
lain maka akun lain tersebut tidak harus mem-follow kembali (followback) akun
yang telah mem-follow tadi.

3. Retweet
Dalam twitter, terdapat istilah retweet yang berarti mengulang isi tweet orang lain.
Fitur ini berfungsi untuk menyebarkan isi tweet orang lain yang dianggap menarik
dan penting tanpa menghilangkan identitas si pemilik tweet.

4. Reply
Merupakan fitur untuk membalas tweet orang lain. Reply merupakan umpan balik
yang bersifat instan karena dengan fitur ini kita dapat memberikan feedback
terhadap tweet seseorang sehingga komunikasi dua arah dapat dilakukan.

5. Mention
Mention merupakan fitur yang bisa dikatakan sama dengan fitur reply karena sama-
sama ditandai dengan simbol ‘@’ yang diikuti dengan nama pengguna seseorang
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dalam twitter. Perbedaannya ialah fitur reply digunakan untuk memberikan umpan
balik kepada tweet seseorang, sedangkan fitur mention digunakan untuk
memberikan tag atau tanda untuk membuat tweet yang dikhususkan untuk
seseorang tanpa diawali dengan tweet orang lain.

6. Direct Message (DM)
Fitur ini bisa dikatakan seperti SMS karena pengiriman pesan dilakukan langsung
di antara pengguna tanpa ada pengguna lain yang bisa melihat pesan tersebut
kecuali si pengirim pesan dan si penerima pesan.

7. Favorite
Fitur ini berfungsi untuk menandai tweet yang kita sukai yang kemudian akan
tersimpan dalam list favorite tweet di halaman profil kita.

8. Halaman profil
Merupakan fitur yang memungkinkan kita untuk melihat profil diri (data diri)
seperti nama pengguna, foto profil, tweet yang diposting dan di retweet, jumlah
mengkuti/pengikut, dan lain-lain.

9. Home
Home merupakan halaman utama dari platform twitter. Pada halaman utama ini kita
bisa melihat tweets yang dikirim oleh orang-orang yang kita ikuti atau tweet yang
di-retweet oleh orang-orang yang kita ikuti.

10. Halaman Notifikasi
Halaman notifikasi atau pemberitahuan merupakan halaman yang memungkinkan
kita untuk dapat melihat mention yang ditujukan pada kita, juga memungkinkan
kita untuk melihat oarng-orang yang menyukai atau me-retweet serta me-reply
tweet kita.

11. Halaman Pencarian
Pada halaman pencarian, memungkinkan kita untuk mencari akun pengguna twitter
lain baik itu merupakan akun yang kita ikuti atau tidak. Kemudian pada halaman ini
juga memungkinkan kita untuk mencari kata kunci dari topik tertentu baik itu
disertai hashtag atau tidak.

12. Hashtag
Hashtag atau tagar ditandai dengan tanda ‘#’ yang berfungsi untuk memberi tanda
terhadap topik tertentu. Fitur ini juga berfungsi untuk mempermudah pencarian
suatu topik.

13. Trending Topic
Trending topic merupakan fitur yang menunjukkan list atau daftar topik yang
sedang ramai diperbincangkan oleh para pengguna twitter. Daftar topik ini biasanya
diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak tweet yang ada.
Bicara mengenai fitur twitter, terdapat satu fitur yang menjadi salah satu alasan

dibalik populernya media sosial satu ini. Fitur ini ialah fitur hashtag atau tagar.
Penggunaan hashtag atau tagar pertama kali digunakan pada tahun 2007 oleh Chris
Messina, seorang web marketing specialist twitter (Ismail, 2021) . Sejak saat itulah
penggunaan tagar mulai meluas hingga ke berbagai platform media sosial lainnya.

Seperti yang telah disebutkan, fitur tagar dalam twitter berfungsi sebagai tanda
terhadap suatu topik pembicaraan. Berkat fitur tagar, pencarian kata terkait suatu topik
dapat dicari dengan sangat mudah. Karena fitur tagar ini juga media sosial twitter sering
kali dikatakan sebagai media sosial ter-update dalam menyajikan informasi (Agustina,
2018: 51) . Dikatakan demikian karena twitter sering kali menjadi media sosial yang
pertama dalam menyampaikan informasi dengan cepat.

Karena itulah penggunaan tagar dalam media sosial twitter tidak hanya digunakan
untuk berkomunikasi, tapi juga digunakan untuk beraspirasi terhadap suatu hal.



３０

Masyarakat pengguna twitter kerap kali membicarakan suatu topik yang disertai dengan
tanda tagar. Dengan menggunakan tanda tagar, topik pembicaraan yang dibahas tidak
hanya menjadi topik pembicaraan dalam kelompok kecil semata, melainkan berpotensi
menjadi topik diskusi masyarakat luas (Ismail, 2021).

Terlebih jika topik yang dibahas menjadi populer dan termasuk ke dalam trending
topic twitter. Maka topik itu dapat dengan mudah menarik perhatian pengguna twitter
lainnya untuk mencari tahu mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan.
Dikatakan sebagai sarana beraspirasi karena tidak hanya dapat menciptakan diskusi
antara masyarakat, twitter juga seringkali menjadi wadah masyarakat untuk membangun
citra hingga membuat atau menggiring opini publik mengenai suatu isu. Untuk dapat
lebih mudah dijangkau, maka fitur tagar pun dimanfaatkan dalam hal ini.

Twitter sebagai sarana membangun citra sebenarnya sudah lama diterapkan (Ismail,
2021) . Citra yang dibentuk pun dilakukan oleh suatu produk oleh korporat, ataupun
perusahaan layanan jasa, dan sejenisnya, misalya saja pada tagar #LazadaAmanah yang
dicuitkan untuk membangun citra yang baik dengan menggunakan kata ‘amanah’ pada
tagarnya. Strategi yang digunakan untuk menarik perhatian masyarakat di twitter
terhadap suatu produk dilakukan dengan menggunakan tagar yang berkaitan dengan
produk. Pengadaan give away (GA) juga seringkali dilakukan untuk menarik lebih
banyak perhatian publik.

Give away dilakukan dengan menyertakan tagar #GiveAway agar dengan mudah
dapat ditemukan oleh pengguna twitter. Kemudian syarat untuk mengikuti give away
akan dijelaskan melalui tweet seperti wajib me-retweet tweet dan mem-follow akun
tersebut, dan sebagainya. Dengan mem-follow dan me-retweet tweet tersebut, jangkauan
tweet itu sendiri akan semakin luas. Hadiah yang ditawarkan pun beragam, mulai dari
pulsa hingga uang tunai.

Dengan diadakan give away, maka pengikut akan semakin bertambah. Dengan
bertambahnya pengikut, maka potensi untuk bertambahnya simpatisan pun akan
terbentuk juga (Ismail, 2021) . Setelah itu barulah promosi mengenai suatu produk
dilakukan dengan membuat narasi-narasi mengenai suatu produk, seperti menyebutkan
keunggulan-keunggulan dari produk, dan sejenisnya.

Kemudian seiring dengan populernya media sosial twitter, hal yang sama pun
berlaku dalam pembentukan opini publik terhadap isu politik. Segala sesuatu yang
berkaitan dengan politik pada akhirnya mulai menjamah dunia twitter. Fitur tagar juga
dimanfaatkan dalam hal ini. Untuk membentuk ataupun menggiring opini publik, narasi-
narasi mengenai isu politik dibuat dan disertai dengan tagar yang berkaitan dengan topik
pembahasan.

Misalnya seperti tagar #gagalkanomnibuslaw yang sempat menduduki trending
topic twitter pada tahun 2020 lalu. Tagar ini berisi aspirasi atau opini-opini masyarakat
terkait isu omnibus law. Disini opini digiring dengan menciptakan tagar disertai dengan
pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Omnibus Law. Kata kunci yang
digunakan pada tagar pun (#gagalkan) merujuk pada ajakan untuk menolak pengesahan
UU Omnibus Law.

Ketika tagar ini mulai ramai digunakan, masyarakat akan mulai menaruh perhatian
lebih pada isu ini, apalagi ketika tagar ini menduduki trending topic twitter, maka akan
semakin banyak masyarakat yang menjangkau dan menaruh perhatian pada isu ini
sehingga masyarakat yang semula tidak peduli atau tidak mempermasalahkan isu ini pada
akhirnya akan menyetujui pendapat dan aspirasi yang disampaikan melalui tagar
#gagalkanomnibuslaw. Kemudian pada akhirnya masyarakat akan ikut menyuarakan
opini-opini mereka melalui tagar #gagalkanomnibuslaw ini. Opini-opini yang
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disampaikan pun berisi kritikan-kritikan dan pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh
kalangan masyarakat umum hingga influencer dan tokoh-tokoh politik.

Selain itu, fitur tagar di media sosial twitter juga dimanfaatkan dalam hal yang
berkaitan dengan informasi-informasi lainnya seperti media sosial pada umumnya,
misalnya saja informasi terkait situasi yang sedang terjadi seperti bencana alam, kasus
kriminal, dan sejenisnya. Adapun sarana informasi lainnya, yakni sarana entertaint atau
hiburan. Informasi yang dimaksud ialah terkait dunia entertaint seperti isu mengenai artis,
influencer ataupun seseorang yang memiliki jumlah pengikut yang banyak di media
sosialnya. Kemudian tagar digunakan pula sebagai sarana interaksi yang sifatnya juga
menghibur, misalnya pada tagar #MalamMinggu, #TebakanGakLucu, #DiRumahAja,
dan sejenisnya.

B. Opini Masyarakat dalam Tagar #JaksaRasaBuzzerRp di Twitter

Pada 17 Juni 2020 terdapat tagar yang cukup menarik perhatian masyarakat luas
khususnya masyarakat pengguna media sosial twitter. Tagar ini ialah tagar
#JaksaRasaBuzzerRp yang saat itu menduduki trending topic twitter di Indonesia. Tagar
ini digaungkan oleh sejumlah warga twitter sejak 16 Juni 2020 yakni satu hari sebelum
tagar ini menjadi trending topic di twitter (Twitter.com, 2020).

Diketahui, tagar ini berlatarkan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik
senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan yang begitu menyita
perhatian publik. Terlebih saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini, Jaksa
Fedrik Adhar memberikan tuntutan berupa 1 tahun penjara kepada terdakwa. Tuntutan ini
dirasa sangat janggal oleh pihak korban dan juga masyarakat. Maka dari itu, tagar
#JaksaRasaBuzzerRp pun digaungkan oleh masyarakat sebagai bentuk sindiran kepada
Jaksa Penuntut Umum yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Kasus ini sendiri diawali sejak 11 April 2017 lalu dengan proses yang sangat
panjang hingga putusan vonis pada 16 Juli 2020 (Mentari, 2020). Kasus ini telah menyita
perhatian masyarakat Indonesia sejak awal terjadi hingga akhir perjalanan kasus yang
dianggap ‘dipaksakan berakhir’ oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pergolakan
dalam kasus ini terus terjadi higga Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan kedua
tersangka dengan hukuman satu tahun penjara.

Meskipun telah di adili, nyatanya hukuman yang di dapat oleh kedua pelaku dirasa
sangat ringan oleh sebagian besar pihak. Tuntutan ini dirasa janggal oleh Novel
Baswedan selaku korban. Tidak hanya oleh Novel sendiri, sebagian besar masyarakat pun
turut merasa heran terhadap penyelesaian kasus ini. Pasalnya, publik sepakat jika kasus
ini dikatakan sebagai penganiayaan berat melihat bahwa mata bagian kiri Novel
mengalami cacat permanen akibat siraman cairan yang diyakininya merupakan air keras.

Kasus yang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan ini pada akhirnya
menimbulkan polemik di berbagai kalangan masyarakat. Munculnya opini-opini bahwa
kasus ini melibatkan “orang penting” di pemerintahan semakin mencuat melihat jalannya
kasus ini yang terkesan lamban dan tidak jelas (Mentari, 2020) . Belum lagi ketika
diketahui bahwa terdapat beberapa bukti yang diungkap oleh Novel dan beberapa saksi
ahli yang tidak dihadirkan dalam persidangan.

Tidak hanya itu, Novel merasa bahwa selama persidangan terdapat penggiringan
opini oleh Aparat Penegak Hukum di mana salah satunya tergambar pada dakwaan yang
dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat sidang berlangsung. Diketahui dalam
dakwaannya jaksa menyebutkan bahwa terdakwa Rahmat Kadir telah menyiramkan
cairan asam sulfat (H2SO4) ke bagian kepala Novel sehingga menyebabkan kerusakan
fatal pada mata dan penglihatannya (CNN Indonesia, 2020) . Pernyataan ini seolah
menyetujui keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa cairan yang digunakan
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bukanlah air keras seperti yang diyakini oleh korban, melainkan air aki, sebagaimana
yang dikatakan oleh pelaku. Asam Sulfat atau H2SO4 sendiri biasa digunakan sebagai air
aki karena mengandung elektrolit yang dapat menyimpan dan menghantarkan listrik.

Padahal diyakini Novel, para saksi memastikan bahwa air yang disiramkan ke
wajahnya hingga menyebabkan sebelah matanya rusak dan tak berfungsi bukanlah air aki.
Novel menyatakan tidak ada data yang menyebutkan bahwa air tersebut adalah air aki
(CNN Indonesia, 2020). Berdasarkan apa yang ia alami saat itu, Novel berujar bahwa air
tersebut ketika mengenai wajahnya mengakibatkan luka bakar dan juga ketika tertumpah
ke beton di lokasi kejadian mengakibatkan beton tersebut mengalami perubahan warna,
dan fakta-fakta lainnya yang menunjukkan bahwa air itu bukanlah air aki. Meskipun
Novel memiliki begitu banyaknya bukti yang berusaha ia ungkap, nyatanya hal itu seolah
dikesampingkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Dari banyaknya kejanggalan pada perjalanan kasus penyiraman air keras ini, publik
akhirnya berspekulasi bahwa Jaksa Penuntut Umum yang terlibat dalam menyelesaikan
kasus ini merupakan salah satu bagian dari rekayasa pihak tertentu di mana pihak ini
dianggap sebagai dalang yang sebenarnya dari rentetan kasus yang menimpa korban,
Novel Baswedan.

Belum lagi melihat Novel selaku korban pernah menyatakan dalam sebuah
wawancara bahwa ia sendiri yakin bahwa beberapa kejadian (terror KPK) pelakunya
sama, yakni oknum Polri yang melibatkan Jendral yang sama dengan kasus yang ia alami
saat ini. (Mentari, 2020). Hal ini semakin membuat publik yakin bahwa kasus ini terjadi
atas unsur kesengajaan dan penyelesaian dari kasus ini merupakan skenario belaka.

Dalam 6 ribu lebih tweet yang menyertakan tagar #JaksaRasaBuzzerRp di twitter,
sebagian besar masyarakat menganggap bahwa peran Jaksa Penuntut Umum disini
layaknya peran seorang buzzer politik. Jaksa dianggap tidak menjalankan tugas dengan
semestinya di mana masyarakat memandang keberpihakan Jaksa adalah sepenuhnya
untuk tersangka, bukan korban. Narasi-narasi yang dicuitkan pun hampir seluruhnya
terdiri dari kritikan terhadap jaksa ataupun supremasi hukum di Indonesia.

Gambar 2. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp
Sumber: https://twitter.com/search

Tidak hanya sebatas kritik, ada pula tweet yang berisikan perbandingan hukuman antara
kasus terhadap Novel ini dengan kasus lainnya, misalnya saja kasus penyerangan

https://twitter.com/search
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terhadap Wiranto dimana pelaku mendapat hukuman penjara selama 16 tahun. Narasi-
narasi ini dibuat atas dasar kekecewaan masyarakat terhadap penyelesaian kasus ini.

Alasan Jaksa diibaratkan seperti buzzer Rp (buzzer bayaran) karena seperti
diketahui, buzzer bayaran berperan dalam menggiring opini publik sesuai dengan
kehendak pihak yang menggunakan jasa mereka, tanpa melihat kebenaran yang ada.
Disinilah letak kesamaan antara Jaksa Penuntut Umum dalam kasus penyiraman air keras
terhadap Novel Baswedan dengan buzzer Rp dimata masyarakat. Antara Jaksa dan buzzer
Rp keduanya dianggap memiliki peran yang serupa. Maka sudah jelas, makna dari tagar
#JaksaRasaBuzzerRp di sini merupakan pengibaratan peran jaksa, yang dianggap serupa
dengan peran buzzer Rp.



３４

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini akan membahas hasil penelitian mengenai “Analisis Stigma
Masyarakat Terhadap Akun Buzzer Politik (Studi Kasus: Tagar #JaksaRasaBuzzerRp di
Media Sosial Twitter)”. Penelitian ini diolah berdasarkan hasil dari observasi di media sosial
twitter, focus group discussion (FGD) dengan beberapa narasumber yang merupakan
pengguna media sosial twitter, dan wawancara dengan seorang pakar media sosial.

Sebelum melakukan focus group discussion (FGD) dan wawancara, peneliti terlebih
dahulu melakukan observasi pada tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial twitter.
Observasi atau pengamatan pada tagar ini dimaksudkan untuk membantu peneliti memahami
fenomena yang melatarbelakangi terbentuknya tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial
twitter.

Dengan melihat pandangan masyarakat dari tautan tagar #JaksaRasaBuzzerRp yang
digunakan oleh beberapa akun di atas, peneliti dapat memahami dan menganalisis bagaimana
pandangan masyarakat terhadap kasus dibalik tagar ini. Selain untuk membantu peneliti
dalam memahami fenomena tagar #JaksaRasaBuzzerRp, observasi juga dimaksudkan untuk
menentukan narasumber dalam focus group discussion (FGD) yang akan dilakukan.
Pendekatan kepada setiap narasumber dilakukan melalui interaksi di media sosial twitter,
termasuk kepada narasumber yang akan diwawancarai. Pendekatan dilakukan terlebih dahulu
untuk menentukan kriteria narasumber yang relevan dengan penelitian ini kemudian untuk
mengetahui kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing narasumber.

Kemudian pada tahap wawancara, peneliti melakukan pendekatan terlebih dahulu
melalui fitur mention kepada akun seorang pakar media sosial sekaligus founder Drone
Emprit, Ismail Fahmi dengan nama pengguna @ismailfahmi di twitter. Setelah mendapat
tanggapan dari @ismailfahmi, interaksi dilanjutkan melalui email, hingga wawancara pun
dilakukan melalui panggilan telepon. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber
merupakan pertanyaan-pertanyaan seputar buzzer politik dan fenomena pada tagar
#JaksaRasaBuzzerRp di twitter.

Sedangkan pada tahap focus group discussion (FGD), peneliti melakukan pendekatan
sepenuhnya melalui direct message (DM) di media sosial twitter. Peneliti memastikan
narasumber mengetahui atau memahami fenomena pada tagar #JaksaRasaBuzzerRp di twitter
dan memahami pula fenomena buzzer politik di berbagai platform khususnya di media sosial
twitter. Beberapa dari narasumber bahkan ikut menggaungkan tagar #JaksaRasaBuzzerRp
pada saat tagar itu menduduki trending topic pada tahun 2020 lalu.

Setelah melakukan pendekatan melalui direct message (DM), peneliti mendapatkan 7
orang narasumber pengguna aktif twitter dengan kriteria usia, profesi/pendidikan, dan asal
daerah yang beragam. Dalam focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan melalui grup
whatsapp, terdapat 2 point penting yang dibahas, yakni mengenai fenomena buzzer politik di
media sosial saat ini, dan terkait fenomena tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial twitter.
Dalam diskusi, peneliti juga mengajukan sejumlah pertanyaan seputar buzzer politik dan
pandangan masyarakat terhadapnya. Dari tanggapan-tanggapan yang diberikan, seluruh
narasumber memiliki tanggapan yang hampir serupa mengenai pandangan terhadap fenomena
buzzer politik di media sosial saat ini.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori stigma sosial oleh Goffman (1959) di
mana stigma dapat diartikan sebagai tindakan memberikan label sosial dengan maksud untuk
memisahkan atau mendiskreditkan seseorang atau sekelompok orang dengan perspektif yang
buruk (Hati, Shaluhiyah, Suryoputro, 2017: 67) . Stigma sendiri hadir di dalam lingkungan
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masyarakat pada saat masyarakat melihat atau menilai sesuatu yang dianggap aneh atau
menyimpang karena berbeda dari apa yang ada pada umumnya.

Stigma diberikan kepada sesuatu yang dianggap memalukan dan tidak sesuai dengan
norma, nilai, atau kepercayaan yang dianut. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti terkait
bagaimana stigma yang diberikan oleh masyarakat terhadap buzzer politik dalam tagar
#JaksaRasaBuzzerRp di media sosial twitter. Dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp, fenomena
dibalik tagar ini sebetulnya sama sekali tidak melibatkan buzzer politik di dalamnya.

Tagar ini justru dilatarbelakangi oleh kasus yang melibatkan penyidik senior KPK,
Novel Baswedan yang mengalami kerusakan permanen pada mata kirinya akibat serangan
yang dilakukan oleh 2 tersangka dengan menggunakan air keras. Kedua tersangka ini pula
diketahui merupakan anggota Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Lantas apa yang
membuat tagar ini menyertakan buzzer Rp di dalamnya?

“Kalau memang ada tagar #JaksaRasaBuzzerRp, ya mungkin itu kayaknya mereka
mencoba mengasosiasi, tagar ini kan mengasosiasikan dengan sesuatu yang sudah
negatif, yaitu buzzer Rp, kayak mendukung penguasa istilahnya. Buzzer Rp itu kan
dikaitkan dengan buzzer yang mendukung pemerintah. Jadi si jaksa ini dikaitkan
dengan asosiasi yang negatif. Bahwa dia itu mendukung pemerintah saja, bukan
untuk lebih ke keadilan kan, ibaratnya gitu” (Fahmi, 2021).

Menurut Ismail Fahmi dalam wawancara via telepon, masyarakat menempatkan
buzzer politik atau buzzer Rp dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp ialah sebagai bentuk
perlawanan atau asosiasi terhadap jaksa fedrik, jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus ini
yang dianggap salah, sehingga menyandingkannya kepada sesuatu yang memiliki kesamaan
baik dalam sikap atau karakteristik, yakni pada buzzer Rp atau buzzer bayaran.

Seperti yang kita ketahui, kasus ini berakhir dengan tersangka penyerangan yang
divonis hukuman dua tahun dan satu setengah tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Negeri
Jakarta Utara (CNN Indonesia, 2020). Namun, dengan akhir yang demikian, masyarakat
justru menaruh perhatian lebih terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kasus ini yang
diketahui menuntut vonis satu tahun penjara terhadap pelaku. Adapun pendapat dari Stefanie
dalam focus group discussion (FGD) ialah,

“Kedua hal tersebut (antara Jaksa Penuntut Umum dan buzzer Rp) dikaitkan karena
tuntutan jaksa dalam kasus ini dinilai kurang adil oleh masyarakat. Ditambah lagi
jaksa penuntut umum seharusnya membuktikan bahwa terdakwa bersalah, tapi
sepertinya malah berpihak pada terdakwa dan memberikan hukuman yang ringan
pada kasus penganiayaan berat” (Stefanie, 2021).
Menurut Stefanie, alasan buzzer Rp dikaitkan pada tagar dalam kasus ini ialah karena

masyarakat berpendapat bahwa vonis yang diberikan kepada tersangka sangatlah tidak
sepadan di mana pada kasus serupa bisa saja didakwa dengan hukuman 8 hingga 20 tahun
penjara. Sehingga membuat jaksa seolah tidak berada di pihak korban sebagaimana mestinya.

Serupa dengan pendapat stefanie, akun twitter dengan nama pengguna
@NurAyuAnas18 mengemukakan pendapatnya dengan membandingkan hukuman yang
diterima oleh tersangka penusukan wiranto yang dihukum 16 tahun penjara dengan pelaku
penyerangan Novel yang hanya dihukum 1 tahun penjara saja. Dengan dilengkapi lampiran
berupa gambar-gambar screen capture yang menjelaskan perbedaan dan persamaan antara
kasus penusukan Wiranto dan penyerangan terhadap Novel ini, @NurAyuAnas18
berpendapat bahwa adanya ketimpangan diantara kedua kasus ini yang sebetulnya dapat
digolongkan ke dalam satu pasal yang sama, yakni pasal terkait penyerangan. Namun, untuk
menghindari vonis yang berat, pelaku penyerangan terhadap Novel justru dikenai pasal
pengeroyokan. Diakhir kalimat, @NurAyuAnas18 menyertakan emoticon tertawa, yang
mengekspresikan pandangannya terkait sistem hukum di Indonesia yang dianggap lucu.
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Gambar 3. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp
Sumber: https://twitter.com/search?q=%23Jaksarasabuzzerrp

karenanya, masyarakat sangat meyakini bahwa kasus penyerangan air keras terhadap Novel
ini merupakan kasus yang disengaja atau direkayasa oleh pihak tertentu, mengingat
banyaknya kejanggalan termasuk pada tuntutan vonis oleh jaksa terhadap pelaku penyerangan.

Jaksa di sini dianggap tidak mempertimbangkan kesaksian dari korban dan bahkan
tidak mempertimbangkan akibat yang diterima oleh korban. Jaksa juga dinilai melakukan
penggiringan opini dalam persidangan dengan lebih mempercayai keterangan yang diberikan
oleh kedua pelaku penyerangan (CNN Indonesia, 2020).Begitu pula dengan buzzer Rp, buzzer
dalam menjalankan tugasnya seringkali menyebarkan narasi sepihak, tanpa
mempertimbangkan fakta yang ada. Jika demikian, Jaksa dalam kasus ini dan buzzer Rp dapat
dikatakan sebagai sosok yang tidak mengutamakan kebenaran, melainkan keuntungan untuk
dirinya sendiri.

Di samping itu, melihat dari bagaimana kasus ini dapat diselesaikan dengan
meninggalkan banyak kejanggalan, semakin membuat masyarakat meyakini bahwa pelaku
sesungguhnya dari kasus ini ialah pihak yang memiliki kekuasaan besar, dan jaksa di sini
merupakan sosok yang berada di pihak penguasa ini. Maka dapat dikatakan, alasan yang
membuat buzzer Rp dikaitkan dalam kasus ini ialah karena adanya kesamaan karakteristik
antara jaksa dan buzzer Rp.

Dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp ini, stigma terhadap buzzer politik memang tidak
disampaikan secara langsung. Karena tagar ini memang digaungkan untuk mengkritisi kasus
penyerangan terhadap Novel Baswedan, khususnya terhadap jaksa Fedrik, jaksa dalam kasus
ini. Berbagai tweet yang menggunakan tagar ini di isi dengan beragam kritikan dan opini
masyarakat terhadap kasus ini, khususnya kepada jaksa. Masyarakat mengungkapkan
kekecewaan mereka melalui kritikan, sindirian, ataupun kalimat-kalimat sarkas yang
ditujukan kepada jaksa Fedrik.

Kritikan-kritikan yang diberikan pun disampaikan dengan melontarkan candaan atau
sindiran terkait sistem hukum di Indonesia, misalnya pada tweet oleh @GielBee yang
mengatakan “Rest In Peace Hukum Indonesia” atau bila diartikan menjadi “Beristirahatlah
dalam damai hukum di Indonesia” yang dimaksudkan untuk memberi sindiran kepada sistem
hukum Indonesia yang dianggap sudah mati karena telah buta dan berjalan tidak sebagaimana
mestinya.

https://twitter.com/search
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Gambar 4. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp
Sumber: https://twitter.com/search?q=%23Jaksarasabuzzerrp

Pada tagar ini, kritikan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang
tidak adil dalam penanganan kasus ini ialah dengan menyamakan kedudukan jaksa di sini
layaknya buzzer Rp. Begitu pula sebaliknya, gambaran stigma masyarakat terhadap buzzer
politik dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp ini digambarkan layaknya sosok jaksa dalam kasus
penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan.

Buzzer politik saat ini sebagaimana yang kita ketahui bekerja berdasarkan permintaan
pihak yang membayarnya, meskipun saat ini seringkali digunakan oleh pihak yang terlibat
dalam isu atau permasalahan yang kontra di mata masyarakat (Felicia, 2018: 352-359). Maka
stigma terhadap buzzer politik hadir bukan tanpa alasan. Peran yang dilakukan buzzer politik
dan dampaknya terhadap masyarakatlah yang membuat pandangan terhadap buzzer politik
kian memburuk sehingga terbentuklah stigma.

Hadirnya tagar #JaksaRasaBuzzerRp tidak hanya sebagai bentuk kritik masyarakat
terhadap suatu isu saja, melainkan bentuk dari resepsi masyarakat terhadap buzzer politik atau
buzzer Rp. Digaungkannya tagar ini dapat dikatakan pula sebagai salah satu bentuk dari
penyajian media terhadap buzzer politik.

“Media berpengaruh besar terhadap pembentukan dan penggiringan opini
masyarakat. Selain itu, masyarakat juga melihat fakta, khususnya di twitter, buzzer
yang ada sesuai dengan apa yang diberitakan media” (Murti, 2021).

Seluruh narasumber sepakat bahwa penyajian terhadap buzzer politik oleh media
khususnya dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp menyebabkan hadirnya stigma terhadap buzzer
politik ini bagi masyarakat termasuk mereka sebagai narasumber. Ketujuh narasumber dalam
focus group discussion (FGD) meresepsikan buzzer politik berdasarkan dengan apa yang
disajikan oleh media, khususnya media sosial twitter. Mereka beranggapan bahwa apa yang
disajikan di media sosial twitter merupakan realitas dari buzzer politik saat ini melihat dari
fakta yang ada dan dampak yang diakibatkan oleh buzzer politik, sedangkan pemberitaan oleh
media massa atau media online merupakan presentasi dari resepsi masyarakat itu sendiri.

Terkait stigma, perlu diketahui bahwa stigma hadir saat komponen-komponen
`pembentuknya muncul secara bersamaan. Komponen-komponen ini merupakan bentuk atau
jenis dari stigma yang ada dalam masyarakat. Komponen-komponen ini juga boleh jadi
merupakan alat ukur dalam proses pemberian stigma terhadap sesuatu sehingga akhirnya
stigma itu menjadi identitas sosial. Bentuk dari stigma dalam masyarakat ini terdiri dari
labeling, stereotipying, separation, dan status lost/discrimination. Berdasarkan hal ini,

https://twitter.com/search
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adapun stigma yang diberikan masyarakat pada buzzer politik dalam tagar
#JaksaRasaBuzzerRp terdiri dari:

A. Label ‘Buzzer Rp’ pada buzzer politik dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp

Labeling merupakan identitas yang diberikan oleh masyarakat atau suatu kelompok
terhadap individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas dalam suatu kelompok
masyarakat. Labeling biasanya diberikan kepada seseorang yang dianggap berperilaku
buruk atau cenderung menyimpang dari norma di masyarakat.

Konsep dari labeling ialah memberikan label atau ‘cap’ dengan mengaitkan pada
hal yang biasanya terlihat sebagai karakteristik yang lebih menonjol daripada aspek
lainnya pada orang yang bersangkutan. Singkatnya, labeling dapat dikatakan sebagai
pengistilahan berupa pemberian sebutan atau panggilan terhadap seseorang yang
terstigma. Sebutan atau nama yang diberikan biasanya berkaitan dengan aspek yang
paling menonjol dari sosok yang terstigma, yang kemudian label ini disetujui dan
diberlakukan oleh masyarakat sehingga cenderung membuat label yang diberikan
menjadi identitas diri dari sosok yang diberi label.

Menurut Sujono, seseorang yang diberi label justru cenderung mengalami
perubahan peranan dan cenderung akan bersikap sebagaimana label yang diberikan
kepadanya (Formaninsi, 2014: 66). Hal ini merupakan bentuk dari respon seseorang yang
terstigma sebagai penyimpangan sekunder, di mana mereka mendefinisikan diri sebagai
seseorang yang memang menyimpang sebagaimana label yang diberikan kepada mereka.

Dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp, pemberian label atau labeling terhadap buzzer
politik dapat dilihat pada kalimat dalam tagar ini sendiri. Berdasarkan tagar, label atau
cap yang diberikan oleh masyarakat kepada buzzer politik ialah dengan menyebut buzzer
politik sebagai buzzer Rp. Mengapa buzzer politik dalam hal ini dilabeli dengan sebutan
buzzer Rp?

Pada umumnya, istilah buzzer digunakan oleh pihak yang mempromosikan suatu
produk atau jasa oleh korporat (Felicia, 2018: 352-359) . Namun melihat realitas saat ini,
buzzer mulai memasuki ranah politik dengan mulai membahas hal-hal yang berkaitan
dengan politik dalam narasinya atau konten yang ia buat. Pada awalnya pula, kehadiran
buzzer politik dirasakan oleh publik sebagai relawan politik melalui jejaring sosial.

Adanya relawan politik digital ini dilatarbelakangi karena adanya bentuk kagum
atau merasa adanya kesamaan ideologi dengan tokoh politik yang ia dukung. Alasan ini
dapat diterima dan disambut baik oleh masyarakat pada awalnya. Sampai kemudian kian
hari buzzer politik mulai mendapat stigma negatif dari masyarakat karena narasi-
narasinya semakin membawa dampak yang buruk bagi masyarakat. Narasi-narasi buzzer
politik saat ini seringkali mengandung informasi yang tidak benar bahkan cenderung
dianggap fiktif oleh publik.

Tidak hanya itu, publik merasa bahwa dalam banyak kasus, buzzer politik seolah
berada di pihak yang dianggap kontra ditengah-tengah isu yang sedang menjadi perhatian
publik dengan menebar narasi yang berisi pembelaan pada pihak tersebut. Dengan ini,
publik yang menyadarai hal ini pada akhirnya mengklasifikasikan buzzer politik ke dalam
dua jenis, yakni buzzer politik sukarelawan dan buzzer politik yang dibayar. Hal ini juga
diperkuat dengan pernyataan Ismail Fahmi selaku narasumber dalam wawancara melalui
telepon, ia menyatakan:

“Buzzer itu sebetulnya ada yang dibayar ada yang tidak dibayar. Yang dibayar itu
kita bisa liat sebetulnya itu mereka kadang nggak bicara yang lain, konsisten aja,
hanya membahas isu-isu yang terprogram biasanya ya. Sementara kalau buzzer
yang sifatnya volunteer yang nggak dibayar, itu sebetulnya kayak fans, hanya
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pendukung aja. Pendukung ini kadang mengaplifikasi, kadang-kadang mereka
posting kehidupan sehari-harinya, topiknya beragam, kadang-kadang mendukung
gitu, tapi sama, hanya melihat dari satu sisi saja sehingga cenderung kita
melihatnya secara negatif” (Fahmi, 2021).

Sesuai dengan pernyataan Ismail Fahmi terkait jenis buzzer, buzzer politik saat ini
dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni buzzer politik yang dibayar dan buzzer politik
yang tidak dibayar. Terdapat perbedaan di antara keduanya, yakni dalam membagikan
narasinya, buzzer politik yang tidak dibayar cenderung hanya fokus pada hal-hal yang
dapat memberi nilai lebih bagi pihak yang ia dukung saja, tanpa adanya narasi terkait
pihak lawan.

Dalam kehidupan media sosialnya pun, buzzer politik yang tidak dibayar ini
biasanya tidak selalu mem-posting sesuatu yang berisi dukungan terhadap pihak yang ia
dukung dalam bidang politik, mereka terkadang memposting mengenai kehidupan sehari-
hari, atau semacamnya. Berbeda dengan buzzer politik yang dibayar, mereka cenderung
menebar narasi yang sudah ‘terprogram’ sesuai dengan permintaan pihak yang
membayarnya. Narasinya pun lebih variatif, isinya dapat berupa hal-hal yang merugikan
bahkan menyerang lawannya. Mereka juga lebih fokus untuk menebar narasi-narasi tanpa
mencapuri urusan pribadi, seolah akun yang mereka buat memang dikhususkan untuk
dijadikan sebagai akun buzzer politik.

Melihat hal ini, istilah bagi buzzer pun kian beragam seiring dengan polarisasinya
yang semakin kuat. Selain buzzer politik, istilah buzzer Rp saat ini turut mencuat di
berbagai media khususnya media sosial. Buzzer Rp menjadi istilah bagi buzzer politik
yang termasuk ke dalam golongan buzzer bayaran. Buzzer politik yang saat ini sering
disebut juga dengan sebutan buzzer Rp membuat konotasi terhadap buzzer politik
semakin buruk di mata masyarakat. Adapun pernyataan Ismail Fahmi dalam wawancara:

“Cara untuk membangun opini kalau kita perhatikan, salah satunya itu dengan
asosiasi. Asosiasi itu dengan penyebutan, istilahnya, ‘buzzer negatif’ dan bla bla
bla itu kan terlalu panjang. Tapi kemudian orang-orang kreatif, buzzer berbayar
itu kan buzzer kemudian ditambah ‘Rp’, buzzer Rp. Nah itu aja stigmanya sudah
sangat negatif itu. Berarti buzzer yang dibayar. Buzzer yang dibayar itu kan
artinya buzzer yang meng-hamba, yang nurut kepada yang membayarnya”
(Fahmi, 2021).

Menurut Ismail Fahmi, untuk istilahnya sendiri, buzzer Rp sudah mendefinisikan
hal yang negatif bagi masyarakat. Kata ‘Rp’ yang berarti Rupiah mendefinisikan makna
uang yang dimaksudkan kepada buzzer yang dibayar. Sebagaimana buzzer politik yang
dibayar oleh pihak tertentu dinilai memiliki tujuan menyebarkan narasi yang telah diatur
oleh pihak yang menggunakan jasa atau membayar buzzer Rp.

Bahkan saat ini, semakin marak dan familiarnya penggunaan istilah buzzer Rp,
membuat sebagian besar masyarakat menganggap bahwa buzzer Rp adalah buzzer politik
itu sendiri, di mana tidak ada perbedaan di antara keduanya lagi. Banyak masyarakat
yang menilai bahwa buzzer politik saat ini sudah mencapai tahap di mana tidak ada lagi
buzzer yang bersifat sukarela, melihat bagaimana buzzer politik saat ini dianggap sebagai
sebuah profesi oleh publik.

Sama halnya dengan buzzer politik, jaksa Fedrik dalam penanganan kasus
penyerangan terhadap Novel ini dianggap hanya mementingan kepentingan komersil bagi
dirinya saja. Dalam artian, masyarakat menganggap bahwa jaksa di sini merupakan pihak
yang telah dibayar oleh pihak berkepentingan dengan maksud untuk meringankan
tuntutan terhadap tersangka yang seharusnya bisa divonis dengan hukuman yang jauh
lebih berat dari pada tuntutan 1 tahun penjara.
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Gambar 5. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp
Sumber: https://twitter.com/search?q=%23Jaksarasabuzzerrp

Menurut akun @Irpan_haris, mayoritas masyarakat tentu sudah mengetahui akan
adanya konflik kepentingan dibalik kasus penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel
Baswedan ini. Karenanya, ia menilai bahwa tuntutan Jaksa terhadap tersangka ialah tidak
berlandaskan hukum sebagaimana mestinya, melainkan karena adanya imbalan yang
diberikan kepada Jaksa oleh pihak yang berkepentingan. Dengan begini, Jaksa di mata
masyarakat hanya sekedar sebagai profesi bayaran yang tidak mengenal keadilan
sebagaimana seharusnya Jaksa bekerja.

Hal ini juga disampaikan oleh beberapa akun twitter, seperti @syech_erwanto yang
mengutip perkataan bung Karno yakni “Ada Pengadilan tapi tak ada keadilan”. Kutipan
ini disertai dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp yang berarti kutipan ini ditujukan kepada
Jaksa Fedrik yang dinilai masyarakat tidak menjungjung nilai-nilai keadilan yang
seharusnya dipegang oleh seorang Jaksa Penuntut Umum.

Gambar 6. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp
Sumber: https://twitter.com/search?q=%23Jaksarasabuzzerrp

https://twitter.com/search
https://twitter.com/search
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Label ‘buzzer Rp’ yang diberikan masyarakat pada buzzer politik pada akhirnya
digaungkan melalui tagar #JaksaRasaBuzzerRp. Meskipun tagar ini ditujukan untuk
mengkritisi jaksa Fedrik, namun penyamaan kedudukan yang dituliskan dalam kalimat
pada tagar secara tersirat juga menyampaikan bagaimana stigma atau perspktif
masyarakat terhadap buzzer politik.

Melihat ini, peneliti meyakini bahwa alasan dibalik pencantuman label buzzer Rp
ini pula dilatarbelakangi oleh perspektif masyarakat yang menilai bahwa adanya
kesamaan sifat atau karaktersitik dari jaksa Fedrik dengan buzzer politik. Dalam hal ini,
Jaksa dan buzzer politik sama-sama dianggap sebagai pihak yang bekerja hanya
berdasarkan kepentingan pribadinya saja, seperti kepentingan komersil atau uang.
Karakteristik ini pula yang kemudian membuat adanya stereotip terhadap buzzer politik.

B. Stereotip terhadap buzzer politik yang dianggap tidak objektif

Stereotip merupakan kerangka berpikir atau keyakinan mengenai karakteristik
yang menjadi atribut personal bagi individu atau kelompok maupun kategori sosial
tertentu. Hadirnya stereotip mempengaruhi pemrosesan informasi sosial, sehingga
menyebabkan terjadinya seleksi pada informasi-informasi yang konsisten terhadap
stereotip yang kemudian akan diproses, sedangkan yang tidak sesuai dengan stereotip
akan ditolak atau diubah agar konsisten dengan stereotip (Formaninsi, 2014: 69).

Reaksi lainnya terhadap informasi yang tidak konsisten dengan stereotip ialah
membuat kesimpulan implisit yang mengubah makna informasi tersebut agar sesuai
dengan stereotip. Maka, ketika stereotip telah terbentuk, persepsi pun akan terbentuk
kepada orang lain, sehingga informasi baru tentang orang ini akan diinterpretasikan
sebagai penguatan terhadap stereotip yang diberikan, bahkan meskipun apa yang
diinformasikan ini tidak terjadi.

Dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial twitter, dapat dikatakan bahwa
stereotip diberikan dengan menyandingkan buzzer politik dengan jaksa Fedrik, jaksa
dalam kasus penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan. Seperti yang telah
diketahui, bahwa tagar digaungkan oleh masyarakat pengguna twitter dengan tujuan
untuk memberikan opini mereka terhadap tuntutan 1 tahun penjara oleh jaksa Fedrik
kepada tersangka penyerang air keras terhadap Novel Baswedan.

Masyarakat yang tidak puas dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa Fedrik,
lantas menggaungkan tagar dengan menyertakan istilah ‘buzzer Rp’. Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, buzzer Rp merupakan istilah yang diberikan masyarakat kepada
buzzer politik, khususnya buzzer politik yang dibayar oleh pihak tertentu dalam
menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, masyarakat memiliki perspektif bahwa jaksa Fedrik dalam hal
ini layaknya buzzer Rp. Kesamaan yang dimaksud disini ialah pada peran atau
karakteristik diantara keduanya, sebagaimana konsep dari stereotip sebagai kerangka
berpikir atau keyakinan mengenai karakteristik dari seseorang. Jaksa di sini dianggap
sebagai jaksa yang tidak profesional dan tidak objektif. Jika demikian, bagaimana dengan
karakteristik buzzer politik yang digambarkan masyarakat dalam tagar
#JaksaRasaBuzzerRp?

Buzzer politik sendiri mulanya diketahui berupa relawan politik yang terbentuk
secara sukarela, dengan dilatarbelakangi oleh adanya kekaguman atau kesamaan ideologi
terhadap tokoh atau kelompok politik tertentu. Jika dilihat sebatas ini saja, maka konotasi
dari buzzer politik ini tidaklah negatif, karena buzzer dalam hal ini merupakan bentuk
dukungan terhadap pihak politik yang mereka yakini, tanpa ada maksud lain dan hanya
fokus pada pihak yang ia dukung saja.
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Namun kian hari, buzzer terus mengalami pergeseran fungsi, dimana buzzer politik
mulai berperan dalam menyebarkan isu, propaganda, dan sejenisnya, sehingga
membentuk perspektif buruk berdasarkan dari peran yang saat ini ia lakukan melalui
berbagai platform, khususnya media sosial. Seperti yang dikatakan oleh Ismail, selaku
narasumber dalam wawancara:

“Buzzer politik itu awalnya kalau kita lihat kan dari sebelum tahun 2014, 2012 itu
baru mulai awal-awal, dan awalnya sih masih oke oke saja, karena waktu itu pas
jamannya pak Jokowi awal, saat itu Jasmes pas pilkada DKI (Jakarta), dan saat
itu kan ada semacam antitesa dari gubernur yang sebelumnya dengan gubernur
yang diharapkan baru. Saat itu publik senang sekali, sangat mendukung pak
Jokowi, banyak beirta-berita dari influencer, atau tim media sosial ya, istilahnya
itu mereka dulu jasmes, (jasmes) itu jaringan sosial media aktivis ya, semacam
volunteer. Saat ini kita tahu buzzer, kalau dulu volunteer. Kita senang dengan
berita-berita saat itu karena menyajikan sosok yang baru, nah semakin lama,
tahun 2014, saat itu (buzzer) dipakai untuk pilpres, nah itu mulai kuat, kemudian
tahun 2017, 2018, 2019 kan pilpres, nah itu polarisasi semakin kuat. Jadi kalau
kita lihat sekarang, sudah bergeser (fungsi dari buzzer), jadi orang melihatnya
buzzer ini secara negatif, buzzer politik itu dilihat secara negatif. Kenapa negatif?
Karena mereka cenderung bilang hal yang positif-positif aja tentang calonnya,
jadi dia hanya mem-promote satu sisi, dan kemudian dia juga menyerang
lawannya dengan (hal) yang negatif, buzzer kan seperti itu ya, tapi itu yang
membuat buzzer itu benar-benar tidak objektif, atau benar-benar hanya untuk
memanipulasi opini sesuai dengan narasi yang diinginkan, narasi positif buat
yang didukung dan narasi negatif buat lawannya” (Fahmi, 2021).

Tidak hanya itu, dalam focus group discussion (FGD) pun, pernyataan dengan
maksud yang sama dikatakan oleh beberapa narasumber, misalnya pada pernyataan
Annas,

“Untuk buzzer politik sendiri sebenarnya dia itu berdiri sebagai bentuk dukungan
terhadap pilihan yang mereka percayai, melihat dari definisi nyatanya buzzer
sendiri bukan sebuah hal yang berbau negatif. Namun, kalau merujuk terhadap
keadaan lapangan saat ini buzzer politik dinilai sebagai sebuah stigma negatif
yang muncul dengan memberikan perlawanan tanpa memberikan pernyataan
nyata atas hal-hal yang diisukan (biasanya ini terjadi pada saat adanya konflik
terhadap suatu kubu maupun adanya suatu pencapaian)” (Annas, 2021).

Sama halnya pula dengan pendapat dari Irpan,
“Buzzer secara awalnya adalah sarana untuk memobilisasi pendapat publik
dalam mempromosikan sebuah produk, namun akhir-akhir ini lebih banyak
digunakan demi kepentingan politik, entah untuk mengkampanyekan atau
menaikkan elektabilitas seseorang atau sebuah instansi, pejabat pemerintah,
tokoh masyarakat, pemuka agama. Dan juga sebaliknya digunakan untuk
menjatuhkan, menjelek-jelekkan seorang paslon, pejabat pemerintah, tokoh
masyarakat, pemuka agama atau selebriti dan sarana yang digunakan adalah
media sosial” (Irpan, 2021).

Seperti yang dikatakan oleh Ismail Fahmi, menurut Annas dan Irpan, kehadiran
buzzer politik semula sah-sah saja, di mana buzzer politik hadir sebagai bentuk dukungan
terhadap pihak tertentu dengan berlandaskan rasa kagum atau simpati. Namun kian hari,
polarisasi yang semakin kuat dari buzzer politik nyatanya membentuk stereotip
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berdasarkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pengguna
media sosial.

Berdasarkan istilahnya sebagai ‘buzzer Rp’ yang berarti buzzer bayaran, buzzer
politik saat ini dianggap sebagai profesi yang tidak objektif dalam menjalankan tugasnya.
Buzzer politik semula dianggap sebagai volunteer yang mendukung pihak tertentu,
bekerja dengan sebatas mengkampanyekan pihak yang mereka dukung saja. Namun,
masyarakat saat ini kian kritis dan mulai menyadari bagaimana buzzer berperan dalam
membangun atau menggiring opini (Felicia, 2018: 352-359).

Telah dibahas pula mengenai buzzer politik sebagai ‘buzzer Rp’ yakni buzzer yang
bekerja atas dasar komersil atau dengan kata lain, bekerja dengan bayaran yang diberikan
oleh pihak tertentu. Dari definisi ini, sangat jelas bahwa apa dan bagaimana narasi yang
disebar tentu menyesuaikan standar atau kriteria yang diminta oleh pihak yang membayar
mereka.

Maka, narasi yang ditebar oleh buzzer ini hanya akan menguntungkan satu pihak
saja dan cenderung merugikan pihak lain. Dengan tujuan untuk menuruti permintaan
‘pelanggannya’, buzzer rp akan cenderung menebarkan narasi-narasi tanpa adanya
objektifitas. Buzzer Rp cenderung tidak memperdulikan keadaan atau fakta sesungguhnya
terkait narasi yang mereka buat. Karena itulah sering kita temukan adanya hoax,
propaganda, atau sejenisnya di dalam narasi buzzer politik.

Dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp, stereotip yang disampaikan masyarakat
terhadap buzzer politik atau buzzer Rp yang dianggap tidak objektif tersirat melalui opini-
opini yang masyarakat sampaikan terhadap Jaksa Fedrik dalam tagar ini. Telah dijelaskan
sebelumnya bahwa jaksa selain menuntut hukuman yang tidak sepadan, jaksa juga
dianggap melakukan penggiringan opini dalam pernyataannya dengan mengatakan
bahwa cairan yang disiramkan pelaku kepada Novel merupakan cairan asam sulfat
(H2SO4) atau yang disebut tersangka sebagai air aki (CNN Indonesia, 2020).

Padahal menurut Novel selaku korban, air yang digunakan tersangka merupakan
air keras berdasarkan apa yang ia lihat dan rasakan di tempat kejadian perkara (TKP).
Dugaan Novel ini juga diperkuat dengan bukti-bukti dan saksi yang ada pada saat itu.
Karena itulah, masyarakat menilai bahwa jaksa di sini, seolah berpihak kepada pelaku
penyerangan dibandingkan kepada korban. Dalam hal ini, masyarakat menilai bahwa apa
yang dilakukan jaksa Fedrik, serupa dengan apa yang biasanya dilakukan oleh buzzer Rp
atau buzzer politik.

Gambar 7. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp
Sumber: https://twitter.com/search?q=%23Jaksarasabuzzerrp

https://twitter.com/search


４４

Masyarakat dalam cuitannya, yakni salah satunya ialah akun @EnggrianaS turut
membeberkan hal-hal yang harusnya menjadi pertimbangan oleh Jaksa dalam
memberikan tuntutan terhadap tersangka. @EnggrianaS bahkan membandingkan kasus
ini dengan kasus pencurian dua batang pohon jati oleh nenek Asyani yang divonis 1
tahun penjara. Menurut @EnggrianaS, vonis yang serupa ini cukup janggal karena
terdapa perbedaan besar diantara keduanya. Di mana pada Novel, ia mengalami kerugian
besar berupa kerusakan fisik dan fungsi pada mata kirinya, sedangkan terkait kasus
pencurian pohon jati, kerugian yang dialami korban tidak sebanding dengan apa yang
dialami oleh Novel selaku korban penyerangan air keras.

Kerugian besar yang dialami oleh Novel selaku korban ini harusnya menjadi
pertimbangan bagi Jaksa dalam kasus ini. Melihat dari bagaimana jaksa yang tidak
mempertimbangkan barang bukti dan akibat yang diterima oleh Novel, masyarakat lantas
menganggap jaksa di sini tidak objektif dalam melakukan pekerjaanya.

Buzzer Rp yang kita ketahui bekerja atas dasar kepentingan pihak yang
membayarnya, cenderung akan mengabaikan fakta dan data yang ada. Buzzer Rp akan
menyampaikan sesuatu yang sudah ‘diatur’ oleh pihak yang menjadi ‘pelanggan’ mereka
terlepas dari benar atau tidaknya hal tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa narasi-
narasi yang disampaikan oleh buzzer politik cenderung berisi hal-hal yang negatif, baik
berupa ujaran kebencian, propaganda, atau bahkan hoax yang sengaja dibuat untuk
menyerang atau menjatuhkan ‘lawannya’.

Menurut peneliti, Karena pada dasarnya jelas bahwa tujuan utama buzzer Rp atau
buzzer politik ini ialah untuk memenangkan ‘tuannya’ saja dengan berbagai upaya.
Buzzer politik dalam melakukan upayanya ini dalam menggiring opini cenderung
mengesampingkan segala hal yang boleh jadi merupakan kebenaran. Karena itulah,
masyarakat menilai buzzer Rp atau buzzer politik ini bekerja dengan tidak objektif. Hal
ini pula yang menjadi alasan dibalik perumpamaan masyarakat terhadap Jaksa Fedrik
layaknya buzzer Rp, di mana kesamaan di antara keduanya ialah memiliki karakteristik
sebagai sosok yang bekerja dengan tidak objektif.

C. Separation pada buzzer politik yang dianggap berpihak pada pihak yang bersalah

Separation dapat diartikan sebagai pemisah antara ‘kita’ (sebagai pihak yang tidak
terstigma atau dapat dikatakan sebagai pemberi stigma) dengan ‘mereka’ (pihak yang
terstigma atau kelompok yang diberi stigma) (Formaninsi, 2014: 71) . Adanya label dan
stereotip yang merupakan atribut negatif dari identitas diri seseorang menjadi
pembenaran untuk meyakini bahwa orang dengan label atau atribut negatif lainnya secara
mendasar berbeda dengan mereka yang tidak memiliki label atau atribut negatif.

Adanya separation atau pembeda ini juga dapat dianggap sebagai berhasilnya
pemberian stereotip terhadap seseorang yang terstigma. Pembeda yang diberikan kepada
buzzer politik dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp dapat dilihat dari bagaimana masyarakat
menilai jaksa Fedrik. Di mana dalam hal ini jaksa Fedrik dianggap sebagai jaksa yang
hanya memihak kepada pihak yang diyakini sebagai ‘dalang’ dari kasus penyerangan
terhadap Novel Baswedan ini. Masyarakat juga menyebut ‘dalang’ ini sebagai pihak yang
‘berkepintangan’ atau ‘penguasa’.

Dikatakan sebagai ‘penguasa’ karena publik menganggap bagaimana pun alur dari
kasus ini, pada akhirnya korban tidak mendapatkan keadilan dan tersangka tidak
mendapatkan hukuman yang setimpal karena mendapat perlindungan dari sosok
‘penguasa’ ini. Dapat dikatakan bahwa penguasa disini memiliki pengaruh yang sangat
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besar sehingga dapat membuat sesuatu yang tidak seharusnya menjadi mungkin untuk
terjadi.

Berdasarkan pernyataan yang pernah dinyatakan Novel selaku korban, juga melihat
dari bagaimana acuhnya pemerintah menanggapi hal ini, membuat masyarakat meyakini
bahwa pihak penguasa di sini boleh jadi merupakan bagian dari pihak pemerintah (CNN
Indonesia, 2020) . Dengan kata lain, masyarakat menafsirkan pihak penguasa di sini
sebagai pihak pemerintah itu sendiri. Maka, masyarakat menemukan bahwa jaksa Fedrik
dalam hal ini berpihak hanya kepada penguasa, tidak peduli meskipun pihak ini
merupakan pihak yang bersalah di mata masyarakat.

Gambar 8. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp
Sumber: https://twitter.com/search?q=%23Jaksarasabuzzerrp

Dalam cuitannya, @sidiqarrjlln menyebut penguasa sebagai “rezim” di mana
dikatakan bahwa siapapun yang berada dipihak rezim, maka hukum tidak akan menjadi
lazim untuknya. Dengan adanya pernyataan ini sebagai bentuk kritik oleh masyarakat,
maka dapat dikatakan pula bahwa masyarakat sendiri telah menciptakan pemisah antara
kelompok yang disebut “rezim” ini dengan kelompok masyarakat awam. Yang mana
jaksa dalam kasus ini, digolongkan sebagai golongan rezim karena telah mempermainkan
hukum.

Terkait buzzer politik dalam hal ini, masyarakat juga menilai buzzer politik atau
buzzer Rp sebagai sosok yang cenderung memihak kepada penguasa. Penguasa di sini
maksudnya ialah pihak yang menggunakan jasa mereka dengan uang sebagai imbalannya
(pihak yang membayar jasa buzzer Rp). Namun saat ini, melihat dari bagaimana buzzer
politik mulai dikenal di antara masyarakat, maka masyarakat beranggapan bahwa buzzer
Rp sebetulnya hadir sebagai kelompok yang berpihak kepada pihak yang berkuasa, yaitu
pemerintah. Stefanie, dalam focus group discussion (FGD) berpendapat,

“Sekarang ini buzzer lebih dipandang dalam artian negatif karena mendukung
kebijakan pemerintah yang kebanyakan tidak disetujui atau dikritik masyarakat”
(Stefanie, 2021).

Menurut Stefanie, masyarakat kerap kali menilai bahwa setiap isu sosial yang berkaitan
dengan pemerintah, maka buzzer politik atau buzzer Rp akan muncul sebagai pihak yang
membela pemerintah baik dengan cara menebar narasi yang berisikan dukungan terhadap
pemerintah atau menebar narasi yang dapat mengalihkan isu yang ada. Atau justru
membagikan narasi yang ‘menyerang’ pihak manapun yang dianggap sebagai lawan.

Namun tidak semata-mata untuk pemerintah, masyarakat juga beranggapan bahwa
buzzer Rp juga dapat dimanfaatkan oleh pihak oposisi. Dalam focus group discussion
(FGD) Irpan menyatakan,

https://twitter.com/search
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“karakteristik mereka (buzzer Rp) telah menjadi pola pikir mereka maupun
keseharian mereka dan pada umunya pola pikir para buzzer politik rata-rata tidak
jauh berbeda antara satu sama lainnya yaitu ‘asal bos senang’ atau ‘yang penting
ada fulusnya’, apapun mereka lakukan entah itu memutarbalikkan fakta,
menyebar hoax, mengumbar narasi sesat, menggiring opini, memfitnah, dan lain-
lain akan mereka dengungkan dengan segala cara” (Irpan, 2021).

Menurut Irpan, pihak yang menjadi ‘pelanggan’ yang dalam hal ini membayar jasa dari
buzzer Rp, dapat dikatakan sebagai pihak yang akan dilindungi oleh buzzer Rp dengan
berbagai upaya yang sering kali manipulatif. Maka dapat dikatakan pula bahwa buzzer
Rp bisa berada dipihak siapa saja yang menjadi ‘tuannya’. Meskipun dewasa ini buzzer
Rp seringkali dianggap sebagai ‘tameng’ pihak pemerintah oleh masyarakat.

Jika demikian, maka apa yang menjadi perbandingan antara jaksa Fedrik dan
buzzer Rp dengan publik sebagai sosok yang tidak terstigma? Pembeda di antara buzzer
politik sebagai sosok yang terstigma dengan masyarakat sebagai pihak yang tidak
terstigma ialah adanya anggapan bahwa buzzer politik dalam hal apapun cenderung
berpihak kepada pihak yang kontra atau bersalah dimata mayoritas masyarakat.

Melihat ini, peneliti meyakini bahwa dalam banyak permasalahan, baik itu
pemerintah ataupun oposisi selalu menempati posisi sebagai penguasa dimata masyarakat
saat ini. Terlebih, masyarakat menilai bahwa pihak manapun yang pada akhirnya
menggunakan jasa buzzer politik dapat diartikan sebagai pihak yang ‘terpojok’ akibat
dari adanya kritikan dan tuntutan dari mayoritas masyarakat dalam membela sesuatu
yang dianggap sebagai kebenaran.

Peneliti menilai bahwa masyarakat meyakini untuk mengungkap kebenaran, jasa
buzzer politik tidak diperlukan. Berbeda dengan pihak yang bersalah yang harus
membentuk ‘pasukan’ sebagai kelompok yang dapat melindunginya dari kesalahan yang
ada dengan bergantung pada narasi-narasi dari buzzer politik yang diharapkan dapat
menggiring opini atau mengubah opini terhadap mereka.

D. Hilangnya kepercayaan publik sebagai bentuk Status Lost/ Discrimination terhadap

buzzer politik

Maksud dari status lost ialah seseorang yang terstigma kehilangan status yang
selama ini ia sandang di masyarakat (Formaninsi, 2014: 73). Dengan demikian, seseorang
yang terstigma berakhir dengan menerima perlakuan yang berbeda dengan anggota
masyarakat lainnya. Status lost atau diskriminasi ini terjadi karena adanya saparation
atau pembeda dari masyarakat terhadap sosok yang terstigma.

Meskipun pembedaan dapat berasal dari masyarakat atau orang yang terstigma
sendiri yang memisahkan diirnya dengan masyarakat, pada akhirnya status lost atau
diskriminasi tidak bisa dihindari sebagai bentuk dari adanya atribut negatif pada identitas
diri seseorang. Terlebih diskriminasi yang diberikan biasanya sangat dipengaruhi oleh
pembeda atau separation yang telah diberikan.

Dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp, status lost atau diskriminasi yang diterima oleh
jaksa Fedrik melalui cuitan masyarakat di media sosial twitter berupa hilangnya rasa
hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, dalam hal ini jaksa Fedrik
dalam menangani kasus kejahatan. Dalam wawancara bersama peneliti, Ismail Fahmi
menyatakan,

“Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap buzzer itu sudah pasti, lambat laun
pasti akan seperti itu karena kan apa yang disampaikan oleh buzzer di media ini
sudah bisa dilihat ke mana arahnya, bukan kepada sesuatu yang baik. Makanya
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tagar ini hadir dengan embel-embel buzzer Rp-nya. Karena posisi jaksa di sini
juga dengan tindakannya sudah bisa dilihat apa niatnya, tidak bisa dipercaya
sebagai penegak hukum. Makanya masyarakat nyamainnya sama buzzer, buzzer
ndak bisa dipercaya dalam menyampaikan informasi, jaksa di sini ndak bisa
dipercaya sebagai penegak hukum” (Fahmi, 2021).

Menurut Ismail Fahmi dalam pernyataannya, terkait masalah kepercayaan, Jaksa di
sini tidak dipercayai oleh masyarakat karena penuntutan vonis terhadap pelaku yang tidak
sepadan dengan perbuatannya. Sedangkan terhadap buzzer politik, masyarakat tidak
mempercayai informasi yang diberikan oleh buzzer karena informasi atau pesan yang
disampaikannya sering kali terungkap tidak benar atau hoax, juga terdapat indikasi
provokatif, atau sejenisnya yang dapat membawa dampak yang buruk bagi siapa saja
yang mengetahui informasinya.

Hilangnya rasa hormat dan kepercayaan ini membuat masyarakat mengolok-olok
jaksa Fedrik dalam bentuk cuitan-cuitan di media sosial twitter. Tidak cukup mengolok,
masyarakat meramaikan tagar #JaksaRasaBuzzerRp dengan kritikan-kritikan bahkan
sampai mencurigai harta kekayaan milik jaksa Fedrik yang dianggap tidak wajar oleh
masyarakat.

Gambar 9. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp
Sumber: https://twitter.com/search?q=%23Jaksarasabuzzerrp

Seperti dapat dilihat pada tweet oleh akun @4sem_Maniz yang mempertanyakan
kredibilitas Jaksa Fedrik dalam pengadilan dengan mengolok-olok pengadilan sebagai
‘lawakan’ yang layak untuk ditertawakan. Kemudian pada tweet @Salahudin_212 yang
mempertanyakan harta milik Jaksa Fedrik yang dianggap tidak wajar. Dengan ini,
masyarakat juga telah menganggap jaksa dalam kasus ini sebagai seorang jaksa yang
tidak profesional dan berada dibawah pihak yang berkepentingan sehingga tidak dapat
dipercayai sebagai seorang jaksa.

Gambar 10. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp
Sumber: https://twitter.com/search?q=%23Jaksarasabuzzerrp

https://twitter.com/search
https://twitter.com/search
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Sama halnya pula dengan buzzer politik. Melihat dari bagaimana buzzer politik
membangun opini melalui narasinya, masyarakat yang saat ini semakin berhati-hati dan
berpikir kritis perlahan menyadari bagaimana tidak objektifnya dan manipulatifnya
narasi-narasi yang dibagikan oleh buzzer politik.

Dengan demikian, karena karakteristik yang dirasa sampai saat ini dipertahankan
oleh buzzer politik, maka masyarakat saat ini perlahan mulai tidak percaya terhadap apa
yang disebarkan oleh buzzer politik terlepas benar atau tidaknya informasi yang
disampaikan. Karena anggapan terhadap buzzer politik yang buruk membuat masyarakat
saat ini tidak mempercayai bahkan menggolongkan akun-akun buzzer politik berdasarkan
ciri-cirinya untuk tidak diperhitungkan opininya ditengah-tengah masyarakat.

Misalnya saja masyarakat yang mencurigai suatu akun twitter, kemudian berusaha
menelusurinya dan mendapati ciri berupa foto profil yang tidak menjelaskan identitasnya
(misalnya seperti gambar kartun atau ilustrasi), jumlah following dan followers-nya
sangat sedikit, serta kumpulan tweet-nya berisikan narasi-narasi seputar isu politik, maka
semua ciri-ciri ini memenuhi kriteria yang dianggap sebagai akun khusus buzzer politik.

Setelah meyakini demikian sebagian masyarakat akan menanggapi dengan
memberitahu pengguna twitter lainnya untuk tidak mengikuti atau memperdulikan
apapun yang dicuitkan akun tersebut karena diyakini narasinya pastilah berupa narasi
yang sudah diatur dengan maksud tertentu. Bahkan belakangan ini masyarakat
menanggapi akun buzzer politik dengan memblokir akun tersebut sebagai bentuk
pemisahan diri dari akun buzzer politik ini karena hilangnya kepercayaan terhadap narasi-
narasi yang disampaikan oleh buzzer politik.

Maka, melihat hal ini peneliti beranggapan bahwa masyarakat pengguna media
sosial saat ini semakin memahami bagaimana karakteristik dari buzzer itu sendiri. Belum
adanya ketegasan hukum terkait buzzer politik membuat masyarakat hanya dapat
mengabaikan pesan-pesan dari buzzer politik sejauh ini. Meskipun masih banyak kita
jumpai masyarakat yang masih mengandalkan pesan anonim atau sejenisnya sebagai
sumber informasi, namun banyak pula masyarakat yang semakin bijak dalam
menghadapi buzzer politik di media sosial. Hal ini juga dapat dikatakan karena eksistensi
buzzer politik pula lah, masyarakat dapat lebih kritis dalam menyikapi apapun yang ada
di media sosial dengan lebih mempelajari data-data atau fakta-fakta untuh membantah
informasi yang diberikan oleh buzzer politik.

Melihat dari fenomena tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial twitter ini, peneliti
meyakini bahwa penegakan hukum di Indonesia tergolong masih sangat lemah atau belum
maksimal. Hal ini dikarenakan indikasi KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) masih dapat dengan
mudah kita temui. Seperti pada penanganan kasus Penyerangan terhadap Novel Baswedan
yang pada dasarnya terdapat indikasi kolusi di dalam sistem penegakan hukumnya. Dengan
adanya hal ini, maka sistem hukum di Indonesia menjadi tercoreng.

Dalam menyikapinya, masyarakat di era media online saat ini mengkritisi hal ini
melalui platform online, seperti dengan menggunakan media sosial sebagai media berdiskusi
dan mengkritisi fenomena sosial atau politik yang ada. Tindakan penggaungan tagar
#JaksaRasaBuzzerRp dapat dikatakan sebagai tindakan wajar yang memang seharusnya
dilakukan masyarakat yang peduli akan kebijakan sistem hukum di negara Indonesia.

Peneliti beranggapan bahwa tindakan masyarakat di sini memang sangat dibutuhkan
untuk tetap menjaga atau bahkan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
fenomena sosial atau politik yang terjadi agar dapat mencegah pengaruh buruk terhadap moral
bangsa. Sekaligus pula sebagai bentuk pencegahan agar hal-hal kolusi seperti ini tidak
dinormalisasikan baik oleh pihak pemerintah, ataupun lapisan masyarakat lainnya di
kemudian hari.
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Terkait buzzer politik, dalam penelitian Arianto pada Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah,
dengan judul “Salah Kaprah Ihwal Buzzer: Analisis Percakapan Warganet di Media Sosial”
dijelaskan bahwa adanya salah persepsi dari warganet (masyarakat media sosial) dalam
mendefinisikan Buzzer sebagai profesi di media sosial diakibatkan oleh salah satu faktor
yakni bagaimana penyajian media terhadap buzzer (Arianto, 2020: 1-20).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa
penyajian oleh media mainstream juga mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap buzzer,
khususnya buzzer politik di media sosial. Atau dapat dikatakan bahwa salah satu faktor
penyebab munculnya salah persepsi terhadap buzzer di media sosial ialah karena banyaknya
pemberitaan oleh media mainstream yang dianggap memojokkan profesi buzzer di media
sosial.

Misalnya dapat dikutip dari pemberitaan Detik News di tahun 2019 (dalam Arianto,
2020: 3) yang mengatakan bahwa tugas buzzer ialah menyebarkan berita hoax dan
mengkounter serangan buzzer pihak lain atau pihak lawan di media sosial. Lebih dari itu,
bahkan Tempo.com (dalam Arianto, 2020: 3) mengatakan dalam pemberitaannya bahwa
eksistensi dari buzzer merupakan produk gagal dari era kebebasan berpendapat.

Dalam penelitian Arianto, fokus penelitian terletak pada bagaimana isi percakapan
warganet di media sosial, khususnya di media sosial twitter dan instagram mengenai
pandangan masyarakat yang saat ini menganggap profesi buzzer sebagai sesuatu yang negatif.
Dengan menggunakan Drone Emprit sebagai sarana dalam menganalisis, kata kunci yang
digunakan untuk menganalisis percakapan warganet terkait buzzer ialah kata “Buzzer Rp”
(Arianto, 2020: 6).

Meskipun sebetulnya istilah buzzer Rp lebih tepat dimaksudkan kepada buzzer politik
bayaran yang ada di media sosial, namun kenyataannya masyarakat saat ini
menggeneralisasikan buzzer, terkhususnya buzzer politik sebagai buzzer Rp. Hal ini dilihat
dari percakapan warganet terkait buzzer yang dikatakan sebagai akun penyebar hoax dan
propaganda di media sosial.

Kita ketahui, hadirnya golongan buzzer politik bayaran atau yang diistilahkan sebagai
buzzer Rp pada akhirnya dianggap telah merusak citra atau definisi buzzer di mata publik.
Sebab dengan adanya istilah buzzer Rp ini maka dapat dikatakan bahwa masyarakat telah
memberikan cap negatif kepada buzzer yang dianggap sebagai pihak yang dibayar untuk
memproduksi konten negatif di media sosial (Arianto, 2020: 6). Dengan demikian maka,
terjadi proses transformasi aktivitas buzzer yang pada awalnya digunakan untuk kepentingan
bisnis korporat yang kemudian dipergunakan sebagai sarana pemasaran politik.

Dalam percakapan warganet terkait buzzer selama awal tahun 2020, terdapat macam-
macam narasi dari warganet terkait pandangan mereka terhadap buzzer Rp. Beberapa
mencantumkan gambar yang dimaksudkan untuk memperkuat istilah buzzer Rp, beberapa
pula berisikan narasi yang menjelaskan alur kerja buzzer politik dan berbagai percakapan
mengenai buzzer politik di media sosial (Arianto, 2020: 8).

Dari banyaknya cuitan warganet yang membahas buzzer rp di media sosial, ditemukan
pula beberapa akun influencer yang ikut meramaikan pembahasan mengenai buzzer ini. Akun
dengan nama pengguna @Raj4Purwa di twitter menjadi salah satu influencer yang meng-
tweet tentang upah minimum regional untuk para buzzer Rp. Akun @Raj4Purwa juga
menyertakan gambar sebagai bukti dari pernyataannya mengenai upah minimum para buzzer
Rp (Arianto, 2020: 10) . Dengan adanya postingan terkait upah minimum para buzzer Rp ini,
maka semakin memperkuat persepsi publik terhadap buzzer yang dianggap sebagai profesi
yang dibayar untuk menyebarkan hoax di media sosial.

Tidak hanya itu, beberapa influencer lain juga ikut menyuarakan pendapatnya
mengenai buzzer Rp. Yaitu akun @Kurawa yang meng-tweet narasi terkait keterkaitan antara
buzzer Rp dan pemerintah (Arianto, 2020: 11) . Cuitan dari @Kurawa ini pada akhirnya
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semakin membuat sebagian besar masyarakat meyakini bahwa akun buzzer politik merupakan
akun bayaran yang digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Karenanya, nilai buzzer khususnya buzzer politik di mata masyarakat semakin buruk
dengan adanya pendapat bahwa buzzer politik merupakan ‘pasukan’ pemerintah yang akan
membela apapun kebijakan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Tidak hanya itu,
dalam cuitannya beberapa warganet juga mengutip pemberitaan-pemberitaan dari media
mainstream terkait buzzer politik yang juga ditautkan di media sosial twitter mereka sebagai
salah satu cuitan terkait buzzer Rp (Arianto, 2020: 1-20).

Berdasarkan identifikasi dari hasil data Drone Emprit pula, maka dapat dipastikan
bahwa rata-rata percakapan terkait buzzer Rp ini berisikan tentang upaya menyudutkan buzzer
sebagai profesi penyebar hoax yang dibayar (Arianto, 2020: 9). Padahal menurut Arianto, jika
dilihat dari definisinya, aktivitas buzzer tidak selalu aktivitas yang dibayar. Karena
menurutnya, kegiatan seperti aktivitas seruan untuk mengajak followers melakukan retweet,
repost, dan share ke media sosial lainnya dapat dikategorikan sebagai kegiatan buzzer
(Arianto, 2020: 10).

Ini berarti, adanya persepsi negatif terhadap buzzer tidak semata-mata karena aktivitas
dari buzzer saat ini saja, melainkan adanya pengaruh dari beberapa akun influencer dimana
influencer dinilai sebagai sosok yang dapat membawa pengaruh kuat terhadap pengikutnya di
media sosial. Selain itu, peran media dalam menyajikan pemberitaan terkait buzzer juga tidak
kalah penting. Dengan adanya pemberitaan-pemberitaan negatif terkait buzzer politik, maka
perspektif dari masyarakat akan semakin terbentuk menjadi stigma terhadap buzzer politik.

Dari banyaknya percakapan yang membahas mengenai perspektif terhadap buzzer
inilah, yang melahirkan adanya tagar-tagar yang ditujukan untuk akun-akun buzzer politik di
media sosial. Tagar-tagar ini misalnya saja tagar #BlokirAkunBangsat, #BangsatBangsa,
#BlokirBuzzerRp, dan lain sebagainya (Arianto, 2020: 11). Terlebih tagar-tagar ini pula
didapati muncul dengan digaungkan oleh beberapa influencer di media sosial.

Jika dikaitkan dengan perspektif yang ada, tagar-tagar ini pula yang kemudian
menjadikan perspektif terhadap buzzer politik berubah menjadi stigma. Dengan adanya stigma,
tagar-tagar lainnya pun mulai muncul meskipun konteks dari tagar itu sendiri sebetulnya tidak
membahas buzzer di dalamnya. Seperti misalnya, muncul tagar #JaksaRasaBuzzerRp
sebagaimana yang peneliti analisis dalam penelitian ini.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan bahwa stigma masyarakat terhadap buzzer politik dalam tagar
#JaksaRasaBuzzerRp di media sosial twitter disampaikan dengan menyamakan
kedudukan jaksa Fedrik yang dinilai layaknya seorang buzzer politik bayaran, yang
dikenal dengan sebutan buzzer Rp. Adapun bentuk stigma yang diterima buzzer politik
dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial twitter ialah dengan memberikan label
‘buzzer Rp’ terhadap buzzer politik, stereotip terhadap buzzer politik yang dianggap tidak
objektif, Separation pada buzzer politik yang dianggap berpihak pada pihak yang
bersalah, dan hilangnya kepercayaan publik sebagai bentuk status lost/ discrimination
terhadap buzzer politik. Berdasarkan tagar, label atau cap yang diberikan oleh masyarakat
kepada buzzer politik ialah dengan menyebut buzzer politik sebagai buzzer Rp, dimana
buzzer Rp sendiri diartikan sebagai buzzer bayaran. Dengan ini maka masyarakat
menganggap bahwa buzzer politik dalam menyampaikan narasinya semata-mata didasari
oleh kepentingan komersil saja. Dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp, masyarakat juga
memberikan stereotip terhadap buzzer politik yang dianggap tidak objektif dalam
melaksanakan tugasnya dalam menyampaikan suatu informasi atau opininya, dimana
buzzer politik kerap terfokus hanya pada satu sisi saja sehingga seringkali mengabaikan
fakta dan keadaan yang sebenarnya. Stereotip terhadap buzzer politik ini didapati dengan
melihat perspektif masyarakat terhadap jaksa Fedrik yang dinilai tidak objektif dalam
menuntut hukuman vonis penjara, yakni tuntutan 1 tahun penjara terhadap tersangka
yang dinilai sangat tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Kemudian
masyarakat juga memberikan separation atau pembeda kepada buzzer politik melalui
tagar #JaksaRasaBuzzerRp, dimana masyarakat menilai antara jaksa Fedrik dan buzzer
politik sama-sama menjadi sosok yang cenderung memihak kepada penguasa, sekalipun
penguasa dalam hal ini kerap dianggap sebagai pihak yang bersalah dalam suatu isu.
Kemudian masyarakat juga kehilangan kepercayaannya terhadap buzzer politik sebagai
bentuk status lost/ discrimination. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap buzzer
politik disini dilakukan dengan adanya olokan sebagai tanggapan terhadap narasi buzzer
politik. Masyarakat juga bersikap abai terhadap informasi atau narasi yang disampaikan
buzzer politik terlepas bagaimana isi dari narasi tersebut. Hal ini serupa dengan respon
masyarakat terhadap jaksa Fedrik dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp dimana masyarakat
juga kehilangan kepercayaan terhadap jaksa Fedrik yang dianggap tidak objektif dengan
memberikan respon berupa olokan-olokan terhadap jaksa Fedrik yang disampaikan
melalui tagar #JaksaRasaBuzzerRp.

B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, telah dirumuskan beberapa hal yang

dapat menjadi saran, yaitu:
1. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dalam memahami dan menanggapi buzzer

politik diharapkan dapat lebih kritis dan bijak dengan menelusuri secara mendalam
dan detail mengenai apa dan bagaimana pesan atau narasi dari buzzer politik di media
sosial. Karena itu masyarakat khususnya pengguna media sosial baiknya
memperhatikan serta meningkatkan literasi digital sejak dini agar dapat terhindar
dari hal-hal yang dapat menghasilkan dampak yang buruk akibat dari aktivitas yang
kurang tepat di media sosial. Kemudian agar aturan-aturan terhadap akun buzzer
politik di platform online untuk dapat lebih ditegaskan dengan tujuan agar dalam
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menyampaikan opini, buzzer dapat lebih mempertimbangkan apa dan bagaimana
opini yang akan disampaikan agar dikemudian hari polemik akibat adanya hoax atau
propaganda dapat berkurang.

2. Penelitian ini memberikan informasi mengenai bagaimana bentuk stigma dari
masyarakat terhadap buzzer politik melalui suatu tagar yang digaungkan di media
sosial. Untuk itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang
menyebabkan adanya stigma terhadap buzzer politik di media sosial serta bagaimana
solusi yang perlu dilakukan terhadap stigma ini.
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Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang membuat stigma terhadap buzzer terbentuk di lingkungan masyarakat terutama
bagi masyarakat pengguna media sosial?

2. Menurut pandangan bapak, berdasarkan rangkaian fenomena yang terjadi di media sosial
khususnya twitter, kapan tepatnya stigma terhadap buzzer politik mulai terbentuk di mata
masyarakat khususnya pengguna media sosial?

3. Apakah media sosial khususnya media sosial twitter menjadi satu-satunya platform yang
digunakan oleh buzzer untuk menjalankan perannya?

4. Mengapa buzzer Rp atau buzzer politik dikaitkan oleh masyarakat pengguna twitter
dengan jaksa penuntut umum dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel
Baswedan melalui hashtag #JaksaRasaBuzzerRp? korelasi apa yang terdapat diantara
keduanya?

5. Apakah adanya pemberitaan terkait buzzer politik oleh media mempengaruhi pandangan
masyarakat terhadap buzzer politik, atau justru sebaliknya?

6. Bagaimana buzzer politik berperan dalam fenomena sosial atau dinamika politik di
Indonesia saat ini?

7. Berdasarkan hashtag #JaksaRasaBuzzerRp di twitter, maka, apakah stigma terhadap
buzzer politik dapat dibenarkan? atau justru harus diluruskan kebenarannya?

8. Jika stigma terhadap buzzer politik dianggap keliru, maka apa yang menjadi sisi positif
dari eksistensi buzzer politik di media sosial?
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Daftar Pertanyaan Focus Group Discussion (FGD)

1. Berdasarkan pandangan kalian, apa definisi dari buzzer politik dan bagaimana opini kalian
terhadap buzzer politik?

2. Menurut kalian, bagaimana peran buzzer politik dapat mempengaruhi suatu isu atau fenomena
sosial?

3. Dengan adanya berbagai istilah berupa buzzer, buzzer politik, buzzer Rp, apakah dari setiap istilah
ini merupakan kategori yang berbeda, atau sama saja?

4. Antara influencer dan buzzer, apakah keduanya dapat dikatakan sama? Dan apakah keduanya
memiliki peran dan membawa dampak yang sama?

5. Terkait buzzer Rp atau buzzer bayaran, apakah fenomena profesi buzzer bayaran dan penggunaan
jasanya sah sah saja dimata masyarakat, atau justru harus dihentikan?

6. Dalam banyak pemberitaan oleh media maupun pernyataan dari masyarakat, buzzer khususnya
buzzer politik seringkali mendapat pandangan atau stigma yang negatif, menurut pendapat anda,
apakah stigma terhadap buzzer politik ini dapat disetujui atau justru harus dibantah karena hal ini
merupakan kekeliruan?

7. Menurut pandangan anda, apa yang sebetulnya menjadi faktor dari terbentuknya stigma terhadap
buzzer politik di mata masyarakat?

8. Menurut anda, apa saja yang menjadi karakteristik atau ciri dari buzzer politik yang ada di media
sosial, khususnya media sosial twitter?

9. Menurut pendapat anda, mengapa buzzer politik atau buzzer Rp dikaitkan oleh masyarakat
pengguna twitter dengan jaksa penuntut umum dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel
Baswedan melalui hashtag #JaksaRasaBuzzerRp? Apakah terdapat korelasi antara keduanya?

10. Apakah pemberitaan oleh media massa atau online yang mmepengaruhi pandangan masyarakat
terhadap buzzer politik? Atau masyarakat telah merasakan secara langsung dampak dari buzzer
politik itu sendiri sebelum adanya pemberitaan oleh media?

11. Dari berbagai fenomena sosial yang melibatkan buzzer politik dan berbagai realitas saat ini,
apakah dapat dilihat sisi positif dari buzzer politik?

12. Bagaimana cara untuk menghindari atau meminimalisir pengaruh buzzer politik di media sosial?
Atau eksistensi dari buzzer politik ini boleh saja dibiarkan ada selagi kita tetap dapat
menghadapinya? Jika ya, bagaimana cara menghadapi atau menyikapi fenomena buzzer politik
ini?
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Daftar Konsultasi Bimbingan Skripsi
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Berita Acara Munaqosyah
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Bukti wawancara bersama informan secara Online
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Bukti Focus Group Discussion (FGD) bersama Informan
melaluiWhatsApp Group
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